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VIII. PROSES PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG MELALUI SIMBG

A. PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG

1. Penyelenggaraan Bangunan Gedung Secara Umum

I
i Tahap Pelaksanaan dan Pengawasan
I

*3)

|
< i Pemeriksaan
Dokumen

L< Maksimal 2 Hari Kerja >J

Gambar VIll.1. Bagan Penyelenggaraan Bangunan Gedung Secara Umum

Penjelasan . . .
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Penjelasan:

(*1) : Pemohon (tidak ada durasi waktu) melengkapi dokumen Standar Teknis. Keterangan:

(*2) : 1. Sekretariat (Dinas Teknis) (1 hari kerja) melakukan pemeriksaan .

kelengkapan dokumen. Dalam hal dokumen tidak sesuai, maka akan
dikembalikan kepada pemohon.

2. TPT & TPA (Dinas Teknis) (3-25 hari kerja) melakukan pemeriksaan Pemohon Dinas Dinas
kebenaran dokumen rencana arsitektur, struktur, mekanikal elektrikal, dan Teknis Perizinan
perpipaan. Dalam hal apabila dokumen tidak sesuai, maka akan
dikembalikan kepada pemohon.

3. Sekretariat (Dinas Teknis) (1 hari kerja) melakukan perhitungan teknis
untuk retribusi.

4. Kepala Dinas Teknis (Dinas Teknis) (1 hari kerja)melakukan pengesahan
"Surat Pemenuhan Standar Teknis".

(*3) : 1. Kepala Dinas (Dinas Teknis) melakukan penetapan retribusi.
Operator (Dinas Perizinan) melakukan penagihan retribusi kepada
pemohon.

2. Pemohon melakukan pembayaran retribusi. durasi waktu pada tahap
Penerbitan PBG maksimal 2 hari kerja tidak termasuk waktu pembayaran
oleh pemohon

(*4) : Kepala Dinas (Dinas Teknis) melakukan pengesahan PBG.

(*5): Proses ini dijelaskan pada Bagan Proses Pelaksanaan dan Pengawasan
Konstruksi serta Pemanfaatan

2. Penyelenggaraan . . .
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2. Penyelenggaraan Bangunan Gedung Fungsi Hunian Dengan Kompleksitas Sederhana

gkap

Memenuhi

Perhitungan
Teknis Retribusi

SK No 014421 C

Tidak Diperbaiki-»

Mengunggah -
1. As Bulid Drawing Final

g 2 Surat Pemyataan Penyedia Jasa 1 ¥ Selesal

Penetapan
Retribusi dan Surat

Pemenuhan |
s':':;:' Teknis kepada Pemillk Bangunan !
% 3. Surat Penyataan Pemiiik kepada Pemds i
Kepala Dinas H

1 han

Tidak Diperbaiki—

13 hari kerja

gikusi Konstruksi ><T ksi '3harikeqa:>
S ——— =

Gambar VIIL.2. Bagan Alir Penyelenggaraan Bangunan Gedung Fungsi Hunian dengan Kompleksitas Sederhana

Catatan . . .
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Catatan:
(*) Seluruh waktu inspeksi yang dilakukan Dinas Teknis Keterangan:
berdasarkan Notifikasi dari Pemohon -

(*1) Dokumen teknis dilengkapi oleh pemohon dengan mengikuti Ketentuan
dokumen Bangunan gedung fungsi hunian dengan kompleksitas sederhana

(*2) Pemeriksaan Kesesuaian dokumen rencana arsitektur, struktur, mekanikal
elektrikal.

(*3) PBG dibekukan selama 5 tahun sampai dengan ada klarifikasi mulai konstruksi
dari pemilik bangunan gedung. Dalam hal tidak ada klarifikasi dalam 5 tahun,
PBG dibatalkan.

(*4) Pemilik menyampaikan informasi melalui SIMBG apabila pelaksanaan pekerjaan sudah selesai. Dalam hal terdapat
ketidaksesuaian antara gambar rencana teknis (DED) dengan gambar rencana kerja (shop drawing) akibat penyesuaian kondisi
lapangan, pemilik harus membuat catatan justifikasi teknis kepada Pemda.

Justifikasi teknis penyesuaian desain terhadap kondisi lapangan tidak boleh melanggar:

a. ketentuan tata bangunan khususnya fungsi bangunan, sempadan, KDB, KLB, KTB, KDH, dan ketinggian bangunan.

b. ketentuan keandalan bangunan gedung khususnya kemampuan struktur menahan beban muatan, proteksi kebakaran, dan
akses evakuasi.

Pemohon Dinas Teknis DPMPTSP

Ketentuan . . .
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Ketentuan Dokumen Penyelenggaraan Bangunan Gedung Bangunan Gedung
Fungsi Hunian dengan Kompleksitas Sederhana

Tabel VIII.1. Ketentuan dalam bentuk Upload Dokumen

No

Ketentuan Dokumen

Keterangan

Data Umum

1.

Informasi KTP/KITAS*

2. | Informasi KRK*

3. | Surat Perjanjian pemanfaatan tanah | Dalam hal pemilik
antara pemilik tanah dan Pemilik tanah bukan pemilik
Bangunan Gedung bangunan gedung

4. | Data Dalam hal tidak ada

e Penyedia Jasa Perencana
Konstruksi badan usaha atau
perseorangan

e Arsitek berlisensi

penyedia jasa
perencana
konstruksi/arsitek.
pemilik dapat
menggunakan desain
prototipe/desain rumah
tinggal tahan gempa

Data Teknis: Tanah

5. | Gambar Batas tanah yang dikuasai Bila ada Bangunan
termasuk gambar bangunan gedung | Gedung pada
yang sudah ada (eksisting) pada area/persil yang akan
area/persil yang akan dibangun dibangun

6. | Gambar dan Informasi tentang hasil

penyelidikan Tanah untuk bangunan
sederhana

Data Teknis: Arsitektur

7. | Gambar Situasi, Rencana Tapak,
Denah, Potongan, Tampak dan detail
Bangunan Gedung

8. | Spesifikasi teknis, meliputi

spesifikasi umum dan spesifikasi
khusus (Jenis, tipe, dan karakteristik
material/bahan yang digunakan
secara lebih detail dan menyeluruh
untuk komponen arsitektural)

Data Teknis: Struktur

0.

Perhitungan Teknis sederhana dan
Gambar Rencana Fondasi, Basemen

. dalam hal bangunan
gedung lebih dari 1

SK No 076363 A
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komponen gedung lainnya

rencana tangga dan
gambar rencana plat
lantai.

2. Gambar dinding

geser (bila ada)

3. Gambar basemen

(bila ada)

10.

Gambar Detail Struktur

11.

Spesifikasi Teknis meliputi
spesifikasi umum dan spesifikasi
khusus (Jenis, tipe, dan karakteristik
material/bahan yang digunakan
secara lebih detail dan menyeluruh
untuk komponen struktural)

Spesifikasi yang

dimaksud antara lain:

e Material retrofit,

e material struktur
penahan gempa,

e pracetak prategang

s sambungan mekanis

Data Teknis: Mekanikal, Elektrikal, dan Plambing

12.

Perhitungan teknis Sederhana dan
Gambar jaringan listrik yang terdiri
dari gambar sumber, jaringan, dan
pencahayaan

13.

Perhitungan Teknis dan Gambar
Rencana Sistem Sanitasi Yang Terdiri
Pengelolaan Air Bersih, Air Limbah,
Air Huyjan, Drainase, dan
Persampahan.

14.

Spesifikasi Teknis (Jenis, tipe, dan
karakteristik material/bahan yang
digunakan secara lebih detail dan
menyeluruh untuk komponen
mekanikal, elektrikal, dan perpipaan
(plambing))

*Informasi terkait diperoleh secara otomatis dari integrasi sistem
pemerintahan

SK No 076410 A

Tabel . ..




SK No 076364 A

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2060 -

Tabel VIII.2. Ketentuan dalam bentuk Data/Check List
Pada Sistem

No Ketentuan Dokumen Keterangan
1. | Pernyataan mematuhi KRK Bentuk Check
List Pada Sistem
2. | Pernyataan menggunakan Bentuk Check
Pelaksana Konstruksi List Pada Sistem
3. | Pernyataan menggunakan Bentuk Check
Pengawas/ Manajemen Konstruksi | List Pada Sistem
bersertifikat
4. | Pernyataan bahwa tanah tidak Bentuk Check
dalam status sengketa List Pada Sistem
5. | Penyataan Kebenaran atas Bentuk Check

dokumen yang disampaikan

List Pada Sistem

3. Penyelenggaraan . . .
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3. Penyelenggaraan Bangunan Gedung Bangunan Gedung Fungsi Hunian Dengan Kompleksitas Tidak Sederhana
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Gambar VIII.3. Bagan Alir Penyelenggaraan Bangunan Fungsi Hunian dengan Kompleksitas Tidak Sederhana

Keterangan . . .
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Keterangan:

Pemohon Dinas Teknis DPMPTSP

Catatan:
(*): Seluruh waktu inspeksi yang dilakukan Dinas Teknis berdasarkan Notifikasi
dari Pemohon

(*1) Dokumen teknis dilengkapi oleh pemohon dengan mengikuti Ketentuan
dokumen Bangunan gedung fungsi hunian dengan kompleksitas tidak
sederhana

(*2) Pemeriksaan Kesesuaian dokumen rencana arsitektur, struktur, mekanikal
elektrikal.

(*3) PBG dibekukan selama 5 tahun sampai dengan ada klarifikasi mulai
konstruksi dari pemilik bangunan gedung. Dalam hal tidak ada klarifikasi
dalam 5 tahun, PBG dibatalkan.

(*4) Pemilik menyampaikan informasi melalui SIMBG apabila pelaksanaan
pekerjaan sudah selesai. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara gambar
rencana teknis (DED) dengan gambar rencana kerja (shop drawing) akibat
penyesuaian kondisi lapangan, pemilik harus membuat catatan justifikasi
teknis kepada Pemda.

Justifikasi teknis penyesuaian desain terhadap kondisi lapangan tidak boleh

melanggar:

c. ketentuan tata bangunan khususnya fungsi bangunan, sempadan, KDB,
KLB, KTB, KDH, dan ketinggian bangunan.

d. ketentuan keandalan bangunan gedung khususnya kemampuan struktur
menahan beban muatan, proteksi kebakaran, dan akses evakuasi.

Ketentuan . . .

SK No 076365 A
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Ketentuan Dokumen Penyelenggaraan Bangunan Gedung Fungsi Hunian dengan

Kompleksitas Tidak Sederhana

Tabel VIII.3. Ketentuan dalam bentuk Upload Dokumen

No

Ketentuan Dokumen

Keterangan

Data Umum

1.

Informasi KTP/KITAS*

2.

Informasi KRK*

3.

Surat Perjanjian pemanfaatan tanah antara
pemilik tanah dan Pemilik Bangunan
Gedung

Dalam hal pemilik
tanah bukan pemilik
bangunan gedung

Surat Izin Peruntukan Penggunaan Tanah
(SIPPT)

Bila disyaratkan

Dokumen lingkungan sesuai peraturan
perundangan (AMDAL, UKL/UPL, SPPL)*

Data
¢ Penyedia Jasa Perencana Konstruksi
badan usaha atau perseorangan
e Arsitek berlisensi

Dokumen Rencana Pengelolaan Tapalk,
Efisiensi Penggunaan Energi, Efisiensi
Penggunaan Air, Kualitas Udara dalam
Ruang, Penggunaan Material Ramah
Lingkungan, Pengelolaan Sampah,
Pengelolaan Air Limbah

Bila bangunan gedung
disyaratkan BGH

Data Teknis: Tanah

8.

Gambar Batas tanah yang dikuasai
termasuk gambar bangunan gedung yang
sudah ada (eksisting) pada area/persil yang
akan dibangun

Bila ada Bangunan
Gedung pada

area/ persil yang akan
dibangun

Gambar dan Informasi tentang hasil
penyelidikan Tanah.

Data Teknis: Arsitektur

10.

Gambar Situasi, Rencana Tapak, Denah,
Potongan, Tampak dan detail Bangunan
Gedung

SK No 076366 A
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11.

Spesifikasi teknis, meliputi spesifikasi
umum dan spesifikasi khusus (Jenis, tipe,
dan karakteristik material/bahan yang
digunakan secara lebih detail dan
menyeluruh untuk komponen arsitektural)

Data Teknis: Struktur

12.

Perhitungan Teknis dan Gambar Rencana
Fondasi, Basemen Kolom, Balok, pelat lantai
dan Rangka Atap, Penutup dan komponen
gedung lainnya

1. dalam hal
bangunan gedung
lebih dari 1 lantai
maka dilengkapi
gambar rencana
tangga dan gambar
rencana plat lantai.

2. Gambar dinding
geser (bila ada)

3. Gambar basemen
(bila ada)

13.

Gambar Detail Struktur

14.

Spesifikasi Teknis meliputi spesifikasi
umum dan spesifikasi khusus (Jenis, tipe,
dan karakteristik material/bahan yang
digunakan secara lebih detail dan
menyeluruh untuk komponen struktural)

Spesifikasi yang

dimaksud antara lain:

e Material retrofit,

e material struktur
penahan gempa,

e pracetak prategang

e sambungan
mekanis

Data Teknis: Mekanikal, Elektrikal, dan Plambing

15.

Perhitungan teknis dan Gambar rencana
detail sistem Transportasi dalam gedung
(Vertikal dan/atau Horizontal)

bila disyaratkan

16.

Perhitungan tingkat kebisingan dan getaran
yang berdampak pada lingkungan sekitar
termasuk gambar detail

bila disyaratkan

17.

Gambar rencana teknis sistem jaringan
listrik yang terdiri dari gambar sumber,
jaringan, dan pencahayaan umum (general
lighting), pencahayaan khusus (special
lighting) dan energi terbarukan (renewable

energy)

bila disyaratkan

18.

Perhitungan Teknis dan Gambar rencana
detail system Proteksi Petir

bila disyaratkan

SK No 076367 A
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19.

Perhitungan Teknis dan Gambar rencana
detail sistem Komunikasi Internal &
External, sistem data (IT)

bila disyaratkan

20.

Perhitungan teknis dan gambar rencana
detail sistem tata suara/tata suara evakuasi

bila disyaratkan

21.

Perhitungan teknis dan gambar rencana
detail sistem kontrol otomatisasi (Building
automation system)

bila disyaratkan

22.

Perhitungan teknis dan gambar rencana
detail sistem keamanan (security system)
dan kontrol akses (access control)

bila disyaratkan

23.

Perhitungan Teknis dan Gambar Rencana
detail Sistem Sanitasi Plambing yang terdiri
pengelolaan Air Bersih, Air Limbah, Air
Hujan, Drainase, dan Persampahan.

Termasuk rencana
sistem pengelolaan
limbah B3 (bila
disyaratkan).

24.

Perhitungan Teknis dan Gambar Rencana
detail Sistem Proteksi Kebakaran (fire alarm,
hidran, sprinkler, smoke extractor,
presurrized fan dan APAR) yang disesuaikan
dengan tingkat risiko kebakaran.

bila disyaratkan

25.

Perhitungan Teknis dan Gambar rencana
detail sistem tata udara gedung.

bila disyaratkan

26.

Perhitungan teknis dan gambar rencana
detail sistem gondola

bila disyaratkan

27.

Spesifikasi Teknis (Jenis, tipe, dan
karakteristik material/bahan yang
digunakan secara lebih detail dan
menyeluruh untuk komponen mekanikal,
elektrikal, dan plambing)

Tabel VIII.4. Ketentuan dalam bentuk Data/Check List Pada Sistem

No.

Ketentuan Dokumen

Keterangan

1.

Pernyataan mematuhi KRK

Bentuk Check List Pada
Sistem

2.

Pernyataan menggunakan Pelaksana
Konstruksi

Bentuk Check List Pada
Sistem

Pernyataan menggunakan Pengawas/
Manajemen Konstruksi bersertifikat

Bentuk Check List Pada
Sistem

SK No 076368 A
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4. | Pernyataan bahwa tanah tidak dalam Bentuk Check List Pada
status sengketa Sistem

S. | Pernyataan kebenaran atas dokumen yang | Bentuk Check List Pada
disampaikan Sistem

4. Penyelenggaraan . . .

SK No 076369 A



ol
&

>

5
%

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2067 -

4. Penyelenggaraan Bangunan Gedung Dengan Desain Prototipe

.
PBG | Diparbak 1
Tidak Ada A 4)
Pemohon s  —— Tidak Diperbaiki-»
Gedung
2 ]
(4 Mengunggan
& Perbaikan 1. As Bulld Drawing Final
&":“ Se;\éz Bangunan Tidak Diperbaiki—» 2. Surat Pemyataan Penyedia Jasa
gan Gedung kepada Pemilik Bangunan :
3.Suwrat Penyataan Pemilik kepada Pemda N
&
1
(*4)
Perbaikan
Tidak Sesuai . e
Bangunan Tidak Diperbaiki—
Dengan PBG Gedung

i P Ki i ><}‘__‘maksama1 2 hari kelja;J >
DAN PENGAWASAN KONSTRUKSI PRA PEMANFAATAN

Gambar VIII.4. Bagan Alir Penyelenggaraan Bangunan Gedung dengan Desain Prototipe

Keterangan . . .
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Keterangan:

Pemohon Dinas Teknis DPMPTSP

Catatan:

(*): Seluruh waktu inspeksi yang dilakukan Dinas Teknis berdasarkan Notifikasi
dari Pemohon

(*1) Dokumen teknis dilengkapi oleh pemohon dengan mengikuti Ketentuan
dokumen Bangunan gedung dengan desain prototipe

(*2) Pemeriksaan Kesesuaian dokumen struktur bawah dalam hal desain prototipe
tidak menyediakan informasi tersebut.

(*3) PBG dibekukan selama 5 tahun sampai dengan ada klarifikasi mulai
konstruksi dari pemilik bangunan gedung. Dalam hal tidak ada klarifikasi
dalam 5 tahun, PBG dibatalkan.

(*4) Pemilik menyampaikan informasi melalui SIMBG apabila pelaksanaan
pekerjaan sudah selesai. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara gambar
rencana teknis (DED) dengan gambar rencana kerja (shop drawing) akibat
penyesuaian kondisi lapangan, pemilik harus membuat catatan justifikasi
teknis kepada Pemda.

Justifikasi teknis penyesuaian desain terhadap kondisi lapangan tidak boleh
melanggar:

a. ketentuan tata bangunan khususnya fungsi bangunan, sempadan, KDB,
KLB, KTB, KDH, dan ketinggian bangunan.

b. ketentuan keandalan bangunan gedung khususnya kemampuan struktur
menahan beban muatan, proteksi kebakaran, dan akses evakuasi.

Ketentuan . . .
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Ketentuan Dokumen Penyelenggaraan Bangunan Gedung dengan Desain

Prototipe

Tabel VIII.5. Ketentuan dalam bentuk Upload Dokumen

perundangan (AMDAL, UKL/UPL, SPPL)*

No Ketentuan Dokumen Keterangan
Data Umum

1. | Informasi KTP/KITAS*

2. | Informasi KRK*

3. | Surat Perjanjian pemanfaatan tanah Dalam hal pemilik
antara pemilik tanah dan Pemilik tanah bukan pemilik
Bangunan Gedung bangunan gedung

4. | Dokumen lingkungan sesuai peraturan

Data Teknis: Tanah

5.

Gambar Batas tanah yang dikuasai
termasuk gambar bangunan gedung yang
sudah ada (eksisting) pada area/persil
yang akan dibangun

Bila ada Bangunan
Gedung pada
area/persil yang akan
dibangun

Gambar dan/atau Uraian Kontur Tanah

dan Informasi tentang hasil penyelidikan
Tanah.

sesuai dengan yang
dipersyaratkan
Prototipe

Data Teknis: Arsitektur

tahan gempa

7. | Gambar Purwarupa Gambar Prototipe
disediakan oleh
Pemerintah /Pemerintah
Daerah
Tabel VIII.6. Ketentuan dalam bentuk Data/Check List Pada Sistem
No Ketentuan Dokumen Keterangan
1. | Pernyataan mematuhi KRK Bentuk Check List Pada
Sistem
2. | Pernyataan menggunakan Pelaksana Bentuk Check List Pada
Konstruksi Sistem
3. | Pernyataan menggunakan Pengawas/ Bentuk Check List Pada
Manajemen Konstruksi bersertifikat Sistem
4. | Penyataan kebenaran atas dokumen yang | Bentuk Check List Pada
disampaikan Sistem
5. | Pernyataan memenuhi ketentuan pokok Bentuk Check List Pada

Sistem

SK No 076371 A
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5. Penyelenggaraan Bangunan Gedung Dengan Penyesuaian Desain Prototipe

(Pembotim |,

PBG

("4)
Perbaikan
Bangunan

Tidak Diperbaiki—»

Tidak Diperbaki—

Pengujian e . Perbaikan
(Testing and g:’:;;e;;?; Bangunan
i Gedul
Commissioning) K ng
Mengikuti F

PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN KONSTRUKSI

Gambar VIII.5. Bagan Alir Penyelenggaraan Bangunan Gedung dengan Penyesuaian Desain Prototipe

SK No 014461 C
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Keterangan:

Pemohon Dinas Teknis DPMPTSP

Catatan:

(*): Seluruh waktu inspeksi yang dilakukan Dinas Teknis berdasarkan Notifikasi
dari Pemohon

(*1) Dokumen teknis dilengkapi oleh pemohon dengan mengikuti Ketentuan
dokumen Bangunan gedung dengan penyesuaian desain prototipe
Adapun batasan pengembangan desain prototype meliputi:

1. Desain prototipe yang tersedia dapat dikembangkan sampai dengan luasan
total maksimum 100 m2
2. Desain prototipe 1 lantai tidak diperkenankan untuk penambahan lantai

(*2) penyesuaian pengembangan desain prototipe dilakukan bersama TPT atau
arsitek berlisensi berdasarkan keinginan pemohon. Penyesuaian tersebut
berpedoman pada ketentuan pokok tahan gempa atau standar teknis.

(*3) PBG dibekukan selama S tahun sampai dengan ada klarifikasi mulai
konstruksi dari pemilik bangunan gedung. Dalam hal tidak ada klarifikasi
dalam 5 tahun, PBG dibatalkan.

(*4) Pemilik menyampaikan informasi melalui SIMBG apabila pelaksanaan
pekerjaan sudah selesai. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara gambar
rencana teknis (DED) dengan gambar rencana kerja (shop drawing) akibat
penyesuaian kondisi lapangan, pemilik harus membuat catatan justifikasi
teknis kepada Pemda.

Justifikasi teknis penyesuaian desain terhadap kondisi lapangan tidak boleh

melanggar:

a. ketentuan tata bangunan khususnya fungsi bangunan, sempadan, KDB,
KLB, KTB, KDH, dan ketinggian bangunan.

b. ketentuan keandalan bangunan gedung khususnya kemampuan struktur
menahan beban muatan, proteksi kebakaran, dan akses evakuasi.

Ketentuan . . .
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Ketentuan Dokumen Penyelenggaraan Bangunan Gedung dengan Penyesuaian
Desain Prototipe

Tabel VIII.7. Ketentuan dalam bentuk Upload Dokumen
No Ketentuan Dokumen Keterangan
Data Umum
1. | Informasi KTP/KITAS*
2. | Informasi KRK*

3. | Surat Perjanjian pemanfaatan tanah antara | Dalam hal pemilik tanah
pemilik tanah dan Pemilik Bangunan bukan pemilik bangunan
Gedung gedung

6. | Surat Izin Peruntukan Penggunaan Tanah | Bila disyaratkan

(SIPPT)

7. | Dokumen lingkungan sesuai peraturan

perundangan (AMDAL, UKL/UPL, SPPL)*

8. | Data

e Penyedia Jasa Perencana Konstruksi
badan usaha atau perseorangan

e Arsitek berlisensi

Data Teknis: Tanah

9. | Gambar Batas tanah yang dikuasai Bila ada  Bangunan
termasuk gambar bangunan gedung yang Gedung pada area/persil
sudah ada (eksisting) pada area/persil yang | yang akan dibangun
akan dibangun

10. | Gambar dan Informasi tentang hasil

penyelidikan Tanah.
Data Teknis: Arsitektur
12. | Gambar Rencana Desain Hasil penyesuaian | Gambar Purwarupa
Desain Prototipe Rumah Tinggal Rumah Tinggal
disediakan oleh
Pemerintah /Pemerintah
Daerah.
Pemilik Bangunan

Gedung tinggal memilih
desain purwarupa yang
ingin digunakan.

ii. Ketentuan dalam bentuk Data/Check List Pada Sistem

No Ketentuan Dokumen Keterangan
1. | Pernyataan mematuhi KRK Bentuk Check List Pada
Sistem

2. Pernyataan . . .

SK No 076373 A



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2073 -

2. | Pernyataan bahwa tanah tidak dalam Bentuk Check List Pada
status sengketa Sistem

3. | Pernyataan memenuhi ketentuan pokok Bentuk Check List Pada
tahan gempa Sistem

4. | Penyataan kebenaran atas dokumen yang | Bentuk Check List Pada
disampaikan Sistem

5. | Pernyataan memenuhi ketentuan pokok Bentuk Check List Pada
tahan gempa Sistem

6. Penyelenggaraan . . .
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6. Penyelenggaraan Bangunan Gedung dengan Desain mengikuti Ketentuan Pokok Tahan Gempa
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Gambar VIII.6. Bagan Alir Penyelenggaraan Bangunan Gedung dengan Desain mengikuti Ketentuan Pokok Tahan Gempa
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Keterangan:

Pemohon Dinas Teknis DPMPTSP

Catatan:

(*): Seluruh waktu inspeksi yang dilakukan Dinas Teknis berdasarkan Notifikasi
dari Pemohon

(*1) Dokumen teknis yang dilengkapi oleh pemohon menyesuaikan dengan
ketentuan pokok tahan gempa sebagaimana diatur dalam standar teknis

(*2) Pemeriksaan Kesesuaian dokumen rencana elektrikal (titik lampu dan stop
kontak)

(*3) PBG dibekukan selama 5 tahun sampai dengan ada klarifikasi mulai
konstruksi dari pemilik bangunan gedung. Dalam hal tidak ada klarifikasi
dalam 5 tahun, PBG dibatalkan.

(*4) Pemilik menyampaikan informasi melalui SIMBG apabila pelaksanaan
pekerjaan sudah selesai. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara gambar
rencana teknis (DED) dengan gambar rencana kerja (shop drawing) akibat
penyesuaian kondisi lapangan, pemilik harus membuat catatan justifikasi
teknis kepada Pemda.

Justifikasi teknis penyesuaian desain terhadap kondisi lapangan tidak boleh

melanggar:

a. ketentuan tata bangunan khususnya fungsi bangunan, sempadan, KDB,
KLB, KTB, KDH, dan ketinggian bangunan.

b. ketentuan keandalan bangunan gedung khususnya kemampuan struktur
menahan beban muatan, proteksi kebakaran, dan akses evakuasi.

Ketentuan . . .
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Ketentuan Pokok Tahan Gempa

Tabel.VIIL.8. Ketentuan dalam bentuk Upload Dokumen

perundangan (AMDAL, UKL/UPL, SPPL)*

No Ketentuan Dokumen Keterangan
Data Umum

1. | Informasi KTP/KITAS*

2. | Informasi KRK*

3. | Surat Perjanjian pemanfaatan tanah antara | Dalam hal pemilik tanah
pemilik tanah dan Pemilik Bangunan bukan pemilik bangunan
Gedung gedung

4. | Surat Izin Peruntukan Penggunaan Tanah | Bila disyaratkan
(SIPPT)

5. | Dokumen lingkungan sesuai peraturan

Data Teknis: Tanah

membangun)

6. | Gambar Batas tanah yang dikuasai Bila ada  Bangunan
termasuk gambar bangunan gedung yang Gedung pada area/persil
sudah ada (eksisting) pada area/persil yang | yang akan dibangun
akan dibangun

7. | Gambar dan/atau Uraian Kontur Tanah
dan Informasi tentang hasil penyelidikan
Tanah.

Data Teknis

8. | Denah berdasarkan ketentuan pokok tahan
gempa

9. | Perletakan titik lampu dan stop kontak

10. | Ketentuan pokok tahan gempa (cara Disampaikan oleh dinas

kepada pemohon

Tabel . VIII.9. Ketentuan dalam bentuk Data/Check List Pada Sistem

No

Ketentuan Dokumen

Keterangan

1.

Pernyataan mematuhi KRK

Bentuk Check List Pada
Sistem

Pernyataan bahwa tanah tidak dalam
status sengketa

Bentuk Check List Pada
Sistem

Pernyataan memenuhi ketentuan pokok
tahan gempa

Bentuk Check List Pada
Sistem

Penyataan kebenaran atas dokumen yang
disampaikan

Bentuk Check List Pada
Sistem
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7. Penyelenggaraan Bangunan Gedung Kepentingan Umum
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Gambar VIII.7. Bagan Alir Penyelenggaraan Bangunan Gedung Kepentingan Umum

Keterangan . . .
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Keterangan:
Pemohon Dinas Teknis DPMPTSP
Catatan:
(*):  Seluruh waktu inspeksi yang dilakukan Dinas Teknis berdasarkan Notifikasi dari Pemohon

(*1): Dokumen teknis dilengkapi oleh pemohon dengan mengikuti Ketentuan dokumen Bangunan gedung kepentingan umum

(*2): Pemeriksaan Kesesuaian dokumen rencana arsitektur, struktur, mekanikal elektrikal.

(*3): PBG dibekukan selama 5 tahun sampai dengan ada klarifikasi mulai konstruksi dari pemilik bangunan gedung. Dalam hal tidak ada
klarifikasi dalam S tahun, PBG dibatalkan.

(*4): Pemilik menyampaikan informasi melalui SIMBG apabila pelaksanaan pekerjaan sudah selesai. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian
antara gambar rencana teknis (DED) dengan gambar rencana kerja (shop drawing) akibat penyesuaian kondisi lapangan, pemilik harus
membuat catatan justifikasi teknis kepada Pemda.

Justifikasi teknis penyesuaian desain terhadap kondisi lapangan tidak boleh melanggar:

a. ketentuan tata bangunan khususnya fungsi bangunan, sempadan, KDB, KLB, KTB, KDH, dan ketinggian bangunan.
b. ketentuan keandalan bangunan gedung khususnya kemampuan struktur menahan beban muatan, proteksi kebakaran, dan akses

evakuasi.
Ketentuan . . .
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Umum dengan Prosedur Normal

Tabel VIII.10. Ketentuan dalam bentuk Upload Dokumen

No

Ketentuan Dokumen

Keterangan

Data Umum

1.

Informasi KTP/KITAS*

2.

Informasi KRK*

3.

Surat Perjanjian pemanfaatan tanah
antara pemilik tanah dan Pemilik
Bangunan Gedung

Dalam hal pemilik
tanah bukan
pemilik bangunan
gedung

Ketentuan Keselamatan Operasi
Penerbangan (KKOP)

Bila dibutuhkan

Surat Izin Peruntukan Penggunaan Tanah
(SIPPT)

Bila disyaratkan

Dokumen lingkungan sesuai peraturan
perundangan (AMDAL, UKL/UPL, SPPL)*

Data
*» Penyedia Jasa Perencana Konstruksi
badan usaha atau perseorangan
e Arsitek berlisensi

Surat kerukunan umat beragama (SKUB)
untuk fungsi keagamaan dan surat
keterangan dari Kantor Wilayah
Kementerian Agama

Dalam hal
Bangunan Gedung
adalah fungsi
keagamaan

Data Teknis: Tanah

9.

Gambar Batas tanah yang dikuasai
termasuk gambar bangunan gedung yang
sudah ada (eksisting) pada area/persil
yang akan dibangun

Bila ada Bangunan
Gedung pada
area/persil yang
akan dibangun

10.

Gambar dan/atau Uraian Kontur Tanah
dan Informasi tentang hasil penyelidikan
Tanah.

Data Teknis: Arsitektur

11.

Konsep Rancangan Arsitektur

12.

Gambar Situasi, Rencana Tapak, Denah,
Potongan, Tampak dan detail Bangunan
Gedung

13.

Gambar Rencana Tata Ruang Dalam dan
Tata Ruang Luar
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14.

Spesifikasi teknis, meliputi spesifikasi
umum dan spesifikasi khusus (Jenis, tipe,
dan karakteristik material/bahan yang
digunakan secara lebih detail dan
menyeluruh untuk komponen arsitektural)

15.

Rekomendasi peil banjir

Bila dibutuhkan
Untuk memastikan
konektivitas yang
baik antara
drainase Bangunan
Gedung terhadap
drainase

Fondasi, Basemen Kolom, Balok, pelat
lantai dan Rangka Atap, Penutup dan
komponen gedung lainnya

lingkungan/
perkotaan.
Data Teknis: Struktur
16. | Perhitungan Teknis dan Gambar Rencana |1. Dalam hal

bangunan gedung
lebih dari 1 lantai
maka dilengkapi
gambar rencana
tangga dan
gambar rencana
plat lantai.

2. Gambar dinding
geser (bila ada)

Gambar basemen

(bila ada)

17.

Gambar Detail Struktur

18.

Spesifikasi Teknis meliputi spesifikasi
umum dan spesifikasi khusus (Jenis, tipe,
dan karakteristik material/bahan yang
digunakan secara lebih detail dan
menyeluruh untuk komponen struktural)

Data Teknis: Mekanikal, Elektrikal, dan Plambing

19.

Perhitungan teknis dan Gambar rencana
detail sistem Transportasi (Vertikal
dan/atau Horizontal)

bila disyaratkan

20.

Perhitungan tingkat kebisingan dan
getaran yang berdampak pada lingkungan
sekitar termasuk gambar detail

bila disyaratkan
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21.

Gambar rencana teknis sistem jaringan
listrik yang terdiri dari gambar sumber,
jaringan, dan pencahayaan umum (general
lighting), pencahayaan khusus (special
lighting) dan energi terbarukan (renewable

energy)

Khusus untuk
energi baru
terbarukan, bila
disyaratkan

22.

Perhitungan Teknis dan Gambar rencana
detail sistem Penangkal/Proteksi Petir.

bila disyaratkan

23.

Perhitungan Teknis dan Gambar rencana
detail sistem Komunikasi Internal &
External, sistem data (IT)

bila disyaratkan

24.

Perhitungan teknis dan gambar rencana
detail sistem tata suara/tata suara
evakuasi

bila disyaratkan

25.

Perhitungan teknis dan gambar rencana
detail sistem kontrol otomatisasi (Building
automation system)

bila disyaratkan

26.

Perhitungan teknis dan gambar rencana
detail sistem keamanan (security system)
dan kontrol akses (access control)

bila disyaratkan

27.

Perhitungan Teknis dan Gambar Rencana
detail Sistem Sanitasi Plambing Yang
Terdiri Pengelolaan Air Bersih, Air Limbah,
Air Hujan, Drainase, Persampahan, dan
sistem pengelolaan limbah B3

Khusus untuk
sistem pengelolaan
B3, bila
disyaratkan.

28.

Perhitungan Teknis dan Gambar Rencana
detail Sistem Proteksi Kebakaran (hidran,
sprinkler, smoke extractor, dan presurrized
fan) yang disesuaikan dengan tingkat risiko
kebakaran.

bila disyaratkan

29.

Perhitungan Teknis dan Gambar Rencana
detail Sistem Proteksi Kebakaran (fire
alarm, dan APAR) yang disesuaikan dengan
tingkat risiko kebakaran.

Khusus untuk fire
alarm, bila
disyaratkan

30.

Perhitungan Teknis dan Gambar rencana
detail sistem Penghawaan/Ventilasi alami
dan buatan. tata udara gedung.

bila disyaratkan

31.

Perhitungan teknis dan gambar rencana
detail sistem gondola

bila disyaratkan

32.

Perhitungan teknis dan gambar rencana
detail gas medis dan gas bakar

bila disyaratkan

33.

Perhitungan teknis dan gambar rencana
detail sistem informasi manajemen antara
lain rumabh sakit; dan lainnya

bila disyaratkan
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34.

Perhitungan teknis dan gambar rencana
detail pneumatic tube

bila disyaratkan

35.

Spesifikasi Teknis (Jenis, tipe, dan
karakteristik material/bahan yang
digunakan secara lebih detail dan
menyeluruh untuk komponen mekanikal,
elektrikal, dan plambing)

36.

Perhitungan dan rencana pengelolaan
tapak;

37.

Perhitungan dan rencana teknis
pencapaian efisiensi energi;

38.

Perhitungan dan rencana teknis
pencapaian efisiensi air;

39.

Perhitungan dan rencana teknis
pengelolaan sampah;

40.

Perhitungan dan rencana teknis
pengelolaan air limbah,;

41.

Perhitungan dan rencana reduksi emisi
karbon; dan

42.

Perhitungan teknis sumber daya lainnya
dan perkiraan siklus hidup BGH.

43.

Dokumen Evaluasi Kinerja BGH tahap
perencanaan

44.

Data tenaga ahli bangunan Gedung hijau
dan/atau data tenaga ahli yang memiliki
sertifikat kerja konstruksi di bidang
bangunan Gedung yang memiliki sertifikat
pelatihan bangunan Gedung hijau

Bangunan Gedung
dengan kategori
sebagai berikut
wajib
menyampaikan
dokumen tambahan
BGH yang
melibatkan Tenaga
Ahli BGH
e Bangunan
gedung kelas 4
dan 5 di atas
empat lantai
dengan luas min
50.000 m2
e Bangunan
gedung kelas 6, 7
dan 8 di atas
empat lantai
dengan luas
lantai min 5.000
m2
e Bangunan
gedung kelas 9a
dengan luas di
atas 20.000 m2
¢ Bangunan
gedung dan BGN
kelas 9b dengan
luas di atas
10.000 m2

Yang dimaksud
dengan sertifikat
pelatihan bangunan
Gedung hijau
adalah bukti telah

SK No 076380 A

mengikuti . . .




PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- 2083 -

mengikuti dan lulus
pelatihan

* Untuk bangunan gedung untuk kepentingan berusaha, informasi
terkait diperoleh secara otomatis dari integrasi sistem pemerintahan

Tabel VIII.11. Ketentuan dalam bentuk Data/Check List Pada Sistem

No

Ketentuan Dokumen

Keterangan

1.

Pernyataan mematuhi KRK

Bentuk Check List
Pada Sistem

2.

Pernyataan menggunakan Pelaksana
Konstruksi

Bentuk Check List
Pada Sistem

Pernyataan menggunakan Pengawas/
Manajemen Konstruksi bersertifikat

Bentuk Check List
Pada Sistem

Pernyataan bahwa tanah tidak dalam
status sengketa

Bentuk Check List
Pada Sistem

Penyataan kebenaran dokumen yang
disampaikan

Bentuk Check List
Pada Sistem
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8. Penyelenggaraan Bangunan Gedung Kepentingan Umum Dengan Pertelaan

tidak ada informasi
San pemohon
Pembayaran
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reacis
terhadsn Eila rencana persiaan
rencana Sicak emusi Grgan
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S

Gambar VIIL.8. Bagan Alir Penyelenggaraan Bangunan Gedung Kepentingan Umum dengan Pertelaan

Keterangan . .
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Keterangan:

Pemohon Dinas Teknis DPMPTSP

Catatan:

(*): Seluruh waktu inspeksi yang dilakukan Dinas Teknis berdasarkan Notifikasi dari Pemohon

(*1): Pemilik menyampaikan informasi melalui SIMBG apabila pelaksanaan pekerjaan sudah selesai. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian
antara gambar rencana teknis (DED) dengan gambar rencana kerja (shop drawing) akibat penyesuaian kondisi lapangan, pemilik harus
membuat catatan justifikasi teknis kepada Pemda.
Justifikasi teknis penyesuaian desain terhadap kondisi lapangan tidak boleh melanggar:
a. ketentuan tata bangunan khususnya fungsi bangunan, sempadan, KDB, KLB, KTB, KDH, dan ketinggian bangunan.
b. ketentuan keandalan bangunan gedung khususnya kemampuan struktur menahan beban muatan, proteksi kebakaran, dan akses

evakuasi.

(*2): Dokumen teknis dilengkapi oleh pemohon dengan mengikuti Ketentuan dokumen Bangunan gedung kepentingan umum dengan
mengikuti ketentuan keandalan bangunan gedung khususnya kemampuan struktur menahan beban muatan, proteksi kebakaran, dan
akses evakuasi.

Ketentuan . . .
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Ketentuan Dokumen Penyelenggaraan Bangunan Gedung Kepentingan Umum
dengan Prosedur Normal dan Pertelaan

Tabel VIII.12. Ketentuan dalam bentuk Upload Dokumen

No

Ketentuan Dokumen

Keterangan

Data Umum

1.

Informasi KTP/KITAS*

2. | Informasi KRK*

3. | Surat Perjanjian pemanfaatan tanah antara | Dalam hal pemilik
pemilik tanah dan Pemilik Bangunan tanah bukan
Gedung pemilik bangunan

gedung

4. | Ketentuan Keselamatan Operasi Bila dibutuhkan
Penerbangan (KKOP)

5. | Surat Izin Peruntukan Penggunaan Tanah | Bila disyaratkan
(SIPPT)

6. | Dokumen lingkungan sesuai peraturan
perundangan (AMDAL, UKL/UPL, SPPL)*

7. | Data

e Penyedia Jasa Perencana Konstruksi
badan usaha atau perseorangan
e Arsitek berlisensi

8. | Surat kerukunan umat beragama (SKUB) Dalam hal
untuk fungsi keagamaan dan surat Bangunan Gedung
keterangan dari Kantor Wilayah adalah fungsi
Kementerian Agama keagamaan

9. | Dokumen Pertelaan Dalam hal

bangunan gedung
terdiri dari Satuan
Unit Bangunan
Gedung (SUBG)
dan/atau Satuan
Unit Rumah Susun
(Sarusun) yang
dapat dimiliki lebih
dari 1 (satu) orang
atau Badan
Hukum.**

SK No 076382 A
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Data Teknis: Tanah

10. | Gambar Batas tanah yang dikuasai Bila ada Bangunan
termasuk gambar bangunan gedung yang | Gedung pada
sudah ada (eksisting) pada area/persil area/ persil yang
yang akan dibangun akan dibangun

11. | Gambar dan Informasi tentang hasil
penyelidikan Tanah.

Data Teknis: Arsitektur

12. | Konsep Rancangan Arsitektur

13. | Gambar Situasi, Rencana Tapak, Denah,
Potongan, Tampak dan detail Bangunan
Gedung

14. | Gambar Rencana Tata Ruang Dalam dan
Tata Ruang Luar

15. | Spesifikasi teknis, meliputi spesifikasi
umum dan spesifikasi khusus (Jenis, tipe,
dan karakteristik material/bahan yang
digunakan secara lebih detail dan
menyeluruh untuk komponen arsitektural)

16. | Rekomendasi peil banjir Bila dibutuhkan
Untuk memastikan
konektivitas yang
baik antara drainase
Bangunan Gedung
terhadap drainase
lingkungan/
perkotaan.

Data . ..

SK No 076383 A
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Data

Teknis: Struktur

17.

Perhitungan Teknis dan Gambar Rencana
Fondasi, Basemen Kolom, Balok, pelat
lantai dan Rangka Atap, Penutup dan
komponen gedung lainnya

1. dalam hal

2. Gambar dinding

3. Gambar basemen

bangunan gedung
lebih dari 1 lantai
maka dilengkapi
gambar rencana
tangga dan
gambar rencana
plat lantai.

geser (bila ada)

(bila ada)

18.

Gambar Detail Struktur

19.

Spesifikasi Teknis meliputi spesifikasi
umum dan spesifikasi khusus (Jenis, tipe,
dan karakteristik material/bahan yang
digunakan secara lebih detail dan
menyeluruh untuk komponen struktural)

Data

Teknis: Mekanikal, Elektrikal, dan Plambing

20.

Perhitungan teknis dan Gambar rencana
detail sistem Transportasi (Vertikal
dan/atau Horizontal)

bila disyaratkan

21.

Perhitungan tingkat kebisingan dan
getaran yang berdampak pada lingkungan
sekitar termasuk gambar detail

bila disyaratkan

22.

Gambar rencana teknis sistem jaringan
listrik yang terdiri dari gambar sumber,
jaringan, dan pencahayaan umum (general
lighting), pencahayaan khusus (special
lighting) dan energi terbarukan (renewable
energy)

Khusus untuk
energi baru
terbarukan, bila
disyaratkan

23.

Perhitungan Teknis dan Gambar rencana
detail sistem Penangkal/Proteksi Petir.

bila disyaratkan

24.

Perhitungan Teknis dan Gambar rencana
detail sistem Komunikasi Internal &
External, sistem data (IT)

bila disyaratkan

25.

Perhitungan teknis dan gambar rencana
detail sistem tata suara/tata suara
evakuasi

bila disyaratkan

26.

Perhitungan teknis dan gambar rencana
detail sistem sistem kontrol otomatisasi
(Building automation system)

bila disyaratkan

27.

Perhitungan teknis dan gambar rencana

bila disyaratkan

SK No 076384 A

detail . . .



g

B8

&)
E&t

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2089 -

detail sistem keamanan (security system)
dan kontrol akses (access control)

28

Perhitungan Teknis dan Gambar Rencana
detail Sistem Sanitasi Plambing Yang
Terdiri Pengelolaan Air Bersih, Air Limbah,
Air Hujan, Drainase, Persampahan, dan
sistem pengelolaan limbah B3

Khusus untuk
sistem pengelolaan
B3, bila disyaratkan.

29

Perhitungan Teknis dan Gambar Rencana
detail Sistem Proteksi Kebakaran (hidran,
sprinkler, smoke extractor, dan presurrized
fan) yang disesuaikan dengan tingkat risiko
kebakaran.

bila disyaratkan

30

Perhitungan Teknis dan Gambar Rencana
detail Sistem Proteksi Kebakaran (fire
alarm, dan APAR) yang disesuaikan dengan
tingkat risiko kebakaran.

Khusus untuk fire
alarm, bila
disyaratkan

31

Perhitungan Teknis dan Gambar rencana
detail tata udara gedung.

bila disyaratkan

32

Perhitungan teknis dan gambar rencana
detail sistem gondola

bila disyaratkan

33

Perhitungan teknis dan gambar rencana
detail gas medis dan gas bakar

bila disyaratkan

34

Perhitungan teknis dan gambar rencana
detail sistem informasi manajemen antara
lain rumah sakit; dan lainnya

bila disyaratkan

35

Perhitungan teknis dan gambar rencana
detail pneumatic tube

bila disyaratkan

36

Spesifikasi Teknis (Jenis, tipe, dan
karakteristik material/bahan yang
digunakan secara lebih detail dan
menyeluruh untuk komponen mekanikal,
elektrikal, dan plambing)

37

Perhitungan dan rencana pengelolaan
tapak;

38

Perhitungan dan rencana teknis
pencapaian efisiensi energi;

39

Perhitungan dan rencana teknis
pencapaian efisiensi air;

40

Perhitungan dan rencana teknis
pengelolaan sampah;

41

Perhitungan dan rencana teknis
pengelolaan air limbabh;

Bangunan Gedung
dengan kategori
sebagai berikut
wajib
menyampaikan
dokumen tambahan
BGH yang
melibatkan Tenaga
Ahli BGH
¢ Bangunan gedung
kelas 4 dan S5 di

SK No 076385 A
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42. | Perhitungan dan rencana reduksi emisi atas empat lantai

karbon; dan dengan luas min
43. | Perhitungan teknis sumber daya lainnya 50.000 m2

dan perkiraan siklus hidup BGH. ¢ Bangunan gedung

kelas 6, 7 dan 8 di

44. | Dokumen Evaluasi Kinerja BGH tahap atas empat lantai

perencanaan dengan luas lantai
45. | Data tenaga ahli bangunan Gedung hijau min 5.000 m?2

e Bangunan gedung
kelas 9a dengan
luas di atas
20.000 m2

e Bangunan gedung
dan BGN kelas 9b
dengan luas di
atas 10.000 m2

Yang dimaksud
dengan sertifikat
pelatihan bangunan
Gedung hijau adalah
bukti telah
mengikuti dan lulus
pelatihan

* Untuk bangunan gedung untuk kepentingan

berusaha, informasi

terkait diperoleh secara otomatis dari integrasi sistem pemerintahan.

** Minimal Berisi:

- gambar yang menunjukkan bagian bersama;

- gambar yang menunjukkan benda bersama;

- gambar yang menunjukkan sarusun fungsi hunian
dan/atau sarusun fungsi campuran; dan

- perhitungan NPP bagi Rumah Susun.

Tabel.VIII.13. Ketentuan dalam bentuk Data/Check List Pada Sistem
No Ketentuan Dokumen Keterangan

1. | Pernyataan mematuhi KRK Bentuk Check List
Pada Sistem
Bentuk Check List
Pada Sistem

Bentuk Check List
Pada Sistem

2. | Pernyataan menggunakan Pelaksana
Konstruksi

3. | Pernyataan menggunakan Pengawas/
Manajemen Konstruksi bersertifikat

4. Pernyataan . . .
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Pernyataan bahwa tanah tidak dalam

status sengketa

Bentuk Check List
Pada Sistem

Penyataan Kebenaran atas dokumen yang

disampaikan

Bentuk Check List
Pada Sistem

SK No 076411 A
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9. Penyelenggaraan Bangunan Gedung Kepentingan Umum Bertahap

Tidak Memenuhi

|
1
'
|
1
1
.
!
.
. :
i ;
! H
1 Penetapan H Penstapan
i Retribusi dan Surat| ! Retribusi dan Surat
! | Femenuhan 1 ‘ Pamenuhan
HH ' Standar Teknis | | i === P
: ' ; “a  KepalaDinas | } Kepala Dinas. Dilanjutican
. ' 1 hari : ! 1 hari
Lo ' H Memenuhi " ' Tidak Diperbaiki
P ‘ | ¥ i
o ] ; Pemyataan !
L i i Komitmen i
: ' H '
i ' i '
HE ' i '
[ ' i '
o ) ' i Ticak Lengk ’ .
. Perhitungan ] i KepadaDinas dak Lengkap Perhitungan I
I 1| Teknis Retribusi ' H Teknis Retribusi '
[ i
{1 " Sekretariat — ' H Sekretariat '
- ' H ‘Pemeriksaan i
| - -1 H Kelengkspan /' | === ==~ "
: 3-22han 7-14harn
: Skretariat
i e Tidak Lengkap

TAHAP 1

'
Tidak Memenuhit
'

: Tidak Ada Informasi Dan Pemohon Tidk Dimungkinkan i ! Jaakida
Tidak Dimunginkan : ' i : A
' : ;
" ! i i
' ! i i o, Ada Informas
t : H i Klarifikasi :
' H i Dari Pemohon
' H Penilik
' i Tidak Diperbaiki Tidak Diperbaki
' i Tidak Menyampaikan
. Dimungkinkan Informasi
'
'
'
'

TAHAP 2

maksimal 1 hari kerja. maksimal 23 hari kena. > }maj(slnul 1 hari keqa:: L — Mengikuti Pelaksanaan Konstruksi maksimal 15 hari kera. ;}( :: Mengikut Konsuksi
N 1%
S SORERES

- Gambar VIII.9. Bagan Alir Penyelenggaraan Bangunan Gedung Kepentingan Umum Bertahap (Tahap 1 dan Tahap 2)
Gambar . . .
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("4}

Tidak Diperbaiki

Tidak Menyampiikan

Tidak Memenuhi
Informasi

Dimungkinkan Menyampaikan
Informasi

Penatapan
Retribusi dan Surat
Pemenuhan

Standar Teknis !
“ Kepala Dinas : :
1 hari :

'
'
'
'
'
'
'
'
'
Tidak Memenuhi
'
'
'
'
'
'
h
'
'
'

Perhitungan
Teknis Retribusi

— g riat =

7 -21 hari

TAHAP 3

Perbaikan
Dokumen

bila rencana pertelaan
tidak sesuai dengan
B3 terbangun

bila dokumen pertelaan sesuai
dengan BG terbangun

Penerbitan
: SLF

Kadis

I
Bangunan Gedung
Selain Rusun
Bangunan Gedung
Rusun dibangun diatas
tanah barang milik
negara‘daerah atau
tanah wakaf dengan
cara sewa

Penerhitan Penerbitan

SRKRG SKRG
Kadis Kadis

Bangunan Gedung |
Rusun dibangun

Mengikuti Pelaksanaan Konstruksi

g maksimal 22 harl kenazbﬁﬁﬂmﬁ‘ﬂ——

Gambar VIII.9.1. Bagan Alir Penyelenggaraan Bangunan Gedung Kepentingan Umum Bertahap (Tahap 3)

SK No 014468 C

:>< maksimal 3 hari kerja!

—>

Keterangan . . .



o
2,

v

PRESIDEN
REPUBLIK {NDONESIA

- 2094 -

Keterangan:

Pemohon Dinas Teknis DPMPTSP  Dinas yang mengurisi
Pertelaan dalam hal
dibutuhkan pertelaan

Catatan:

Dalam hal perhitungan hari, proses keseluruhan membutuhkan minimal 31 dan maksimal 79 hari. Namun mulai hari ke 9 (minimal)
hingga hari ke 22 (maksimal) sudah bisa memulai konstruksi.

*): Seluruh waktu inspeksi yang dilakukan Dinas Teknis berdasarkan Notifikasi dari Pemohon

*1) Dokumen teknis yang dilengkapi oleh pemohon menyesuaikan dengan ketentuan dokumen untuk Bangunan gedung Bertahap

*2) Pemeriksaan Kesesuaian dokumen rencana arsitektur, struktur, mekanikal elektrikal.

*3) Surat Pernyataan komitmen kesepakatan bersama antara TPA dan Pemilik yang menyatakan bahwa komponen-komponen arsitektur,

struktur, dan MEP tidak akan berubah. Pada masing-masing tahapannya, meliputi:

Intensitas Bangunan dan jarak bebas;

Bentuk masa bangunan;

Jumlah lantai dan lapis bangunan, dalam hal intensitas dan mean of egress;

Fungsi bangunan;

Sistem dan konfigurasi fondasi sesuai dengan Beban Muatan bangunan;

Transportasi vertikal dan shafft,

(
(
(
(

A

7. Sarana . . .
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7. Sarana penyelamatan diri/evakuasi (mean of egress); dan
8. Rancangan desain proteksi kebakaran.
dan ditahapkan berdasarkan ketentuan dokumen untuk Bangunan gedung Bertahap.

(*4) Pemilik menyampaikan informasi melalui SIMBG apabila pelaksanaan pekerjaan sudah selesai. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara
gambar rencana teknis (DED) dengan gambar rencana kerja (shop drawing) akibat penyesuaian kondisi lapangan, pemilik harus membuat
catatan justifikasi teknis kepada Pemda.

Justifikasi teknis penyesuaian desain terhadap kondisi lapangan tidak boleh melanggar:

a. ketentuan tata bangunan khususnya fungsi bangunan, sempadan, KDB, KLB, KTB, KDH, dan ketinggian bangunan; dan

b. ketentuan keandalan bangunan gedung khususnya kemampuan struktur menahan beban muatan, proteksi kebakaran, dan akses
evakuasi.

Ketentuan . . .
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o
5

) 04

5
%

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- 2096 -

Ketentuan Dokumen Penyelenggaraan Bangunan Gedung Kepentingan Umum Bertahap

Tabel VIII.14. Ketentuan dalam bentuk Upload Dokumen

SK No 014471 C

No Ketentuan Dokumen Keterangan Talllap Tall;ap Ta;llala P
Data Umum
1. | Informasi KTP/KITAS* \%
2. | Informasi KRK*
3. | Surat Perjanjian pemanfaatan tanah antara pemilik tanah dan Pemilik Dalam hal pemilik tanah \ .
Bangunan Gedung bukan pemilik bangunan
gedung
4. | Ketentuan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) Bila dibutuhkan \4
5. | Surat Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (SIPPT) Bila disyaratkan \4
6. | Dokumen lingkungan sesuai peraturan perundangan (AMDAL, \
UKL/UPL, SPPL)*
7. Data . . .
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7. | Data v
e Penyedia Jasa Perencana Konstruksi badan usaha atau
perseorangan
e Arsitek berlisensi
8. | Surat kerukunan umat beragama (SKUB) untuk fungsi keagamaan dan | Dalam hal Bangunan \
surat keterangan dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Gedung adalah fungsi
keagamaan
9. | Surat pernyataan komitmen antara TPA dan Pemilik sesuai tiap tahap Surat pernyataan v
dengan menyatakan bahwa komponen-komponen arsitektur, struktur komitmen memuat:
dan MEP tidak akan berubah. a. Intensitas Bangunan
dan jarak bebas;
b. Bentuk masa
bangunan;
c. Jumlah lantai dan
lapis bangunan, dalam
hal intensitas dan
mean of egress;
d. Fungsi bangunan;
e. Sistem dan konfigurasi
fondasi sesuai dengan
Beban Muatan

bangunan . . .
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bangunan;

f. transportasi  vertikal
dan shaft;

g. Sarana penyelamatan
diri/evakuasi (mean of
egress); dan

h. rancangan desain
proteksi kebakaran;

10.

Dokumen Pertelaan

Dalam hal bangunan
gedung terdiri dari
Satuan Unit Bangunan
Gedung (SUBG)
dan/atau Satuan Unit
Rumah Susun (Sarusun)
yang dapat dimiliki lebih
dari 1 (satu) orang atau
Badan Hukum.**

Data Teknis: Tanah

11.

Gambar Batas tanah yang dikuasai termasuk gambar bangunan gedung
yang sudah ada (eksisting) pada area/persil yang akan dibangun

SK No 014473 C
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12. | Gambar dan Informasi tentang hasil penyelidikan Tanah untuk v
bangunan sederhana

Data Teknis: Arsitektur
13. | Konsep Rancangan Arsitektur

14. | Gambar Pra Rancangan Situasi, Rencana Tapak, Denah, Potongan,
Tampak dan detail Bangunan Gedung

15. | Gambar rancangan tapak \%
16. | Gambar rancangan denah \
17. | Gambar rancangan tampak \
18. | Gambar rancangan potongan v
19. | Gambar rancangan detail bangunan \%
20. | Gambar Rencana Tata Ruang Dalam v
21. | Gambar Rencana Tata Ruang Luar \4

22. Spesifikasi . . .
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22.

Spesifikasi teknis umum

23.

Spesifikasi teknis khusus (Jenis, tipe, dan karakteristik material/bahan
yang digunakan secara lebih detail dan menyeluruh untuk komponen
arsitektural)

24.

Rekomendasi peil banjir

Bila dibutuhkan
Untuk memastikan
konektivitas yang baik
antara drainase
Bangunan Gedung
terhadap drainase
lingkungan / perkotaan.

Data Teknis: Struktur

25.

Rencana skematik struktur

26.

Perhitungan dan Rencana Dewatering

27.

Perhitungan Teknis Struktur bawah

28.

Gambar rencana teknis Fondasi

29.

Gambar rencana teknis pile cap

SK No 014475 C

1. Dalam hal bangunan
gedung lebih dari 1
lantai maka
dilengkapi gambar
rencana tangga dan
gambar rencana plat

30. Gambar . ..
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30. | Gambar rencana teknis tied beam lantai. \
31. | Gambar rencana teknis Basemen ’ Ggmbar dinding geser v
(bila ada)
32. | Gambar Detail standar fondasi, pile cap, tied beam, basemen . Gambar basemen (bila v
33. | Perhitungan teknis struktur atas ada) \
34. | Gambar rencana teknis Kolom \
35. | Gambar rencana teknis Pembalokan \
36. | Gambar rencana teknis Dinding geser \Y
37. | Gambar rencana teknis Pengaku (bracing) \%
38. | Gambar rencana teknis Pelat v
39. | Gambar rencana teknis Rangka Atap \
40. | Gambar rencana teknis peralatan mekanis khusus v
41. | Gambar Detail standar kolom, balok, pelat, dinding geser, rangka atap, \
peralatan mekanis khusus
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42. | Spesifikasi Teknis umum
43. | Spesifikasi teknis khusus (Jenis, tipe, dan karakteristik material/bahan v
yang digunakan secara lebih detail dan menyeluruh untuk komponen
struktural)
Data Teknis: Mekanikal, Elektrikal, dan Plambing
44. | Konsep perancangan MEP
45. | Laporan perhitungan analisis MEP bawah tanah (underground services)
46. | Laporan perhitungan analisis MEP diluar bawah tanah \Y
47. | Gambar rencana teknis dan rencana detail Instalasi MEP bawah tanah
(underground services)
48. | Gambar rencana teknis sistem Transportasi dalam gedung (Vertikal bila disyaratkan v
dan/atau Horizontal)
49. | Gambar rencana teknis tingkat kebisingan dan getaran yang berdampak | bila disyaratkan v
pada lingkungan sekitar
50. Gambar . .
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50. | Gambar rencana teknis sistem jaringan listrik yang terdiri dari gambar Khusus untuk energi v
sumber, jaringan, dan pencahayaan umum (general lighting), terbarukan (renewable
pencahayaan khusus (special lighting) dan energi terbarukan (renewable | energy), bila disyaratkan
energy)
S51. | Gambar rencana teknis sistem Proteksi Petir. bila disyaratkan \
52. | Gambar rencana teknis sistem Komunikasi Internal & External, sistem bila disyaratkan v
data (IT)
53. | gambar rencana teknis sistem tata suara/tata suara evakuasi bila disyaratkan v
54. | gambar rencana teknis sistem kontrol otomatisasi (Building automation bila disyaratkan v
system)
55. | gambar rencana teknis sistem keamanan (security system) dan kontrol bila disyaratkan v
akses (access control)
56. | Rencana teknis Sistem Sanitasi Plambing Yang Terdiri Pengelolaan Air Khusus untuk sistem \
Bersih, Air Limbah, Air Hujan, Drainase, Persampahan, dan sistem pengelolaan B3, bila
pengelolaan limbah B3 disyaratkan.
57. Gambar . . .
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57. | Gambar Rencana teknis Sistem Proteksi Kebakaran (hidran, sprinkler, bila disyaratkan \
smoke extractor, dan presurrized fan) yang disesuaikan dengan tingkat
risiko kebakaran.
58. | Gambar Rencana teknis Sistem Proteksi Kebakaran (fire alarm, dan Khusus untuk fire alarm, v
APAR) yang disesuaikan dengan tingkat risiko kebakaran. bila disyaratkan
59. | Gambar rencana teknis sistem tata udara gedung. bila disyaratkan v
60. | gambar rencana teknis sistem gondola bila disyaratkan v
61. | gambar rencana teknis gas medis dan gas bakar bila disyaratkan \4
62. | gambar rencana teknis sistem informasi manajemen antara lain rumah | bila disyaratkan \4
sakit; dan lainnya
63. | gambar rencana teknis pneumatic tube bila disyaratkan \
64. | Gambar detail standar seluruh MEP yang dipakai dalam bangunan v
gedung

SK No 014479 C
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65. | Spesifikasi Teknis (Jenis, tipe, dan karakteristik material/bahan yang \
digunakan secara lebih detail dan menyeluruh untuk komponen
mekanikal, elektrikal, dan plambing)
66. | Perhitungan dan rencana pengelolaan tapak; Bangunan Gedung \
dengan kategori sebagai
berikut wajib
67. | Perhitungan dan rencana teknis pencapaian efisiensi energi, me;llyl; mv;?ilk an dokumen \
tambahan BGH yang
68. | Perhitungan dan rencana teknis pencapaian efisiensi air; melibatkan Tenaga Ahli \%
BGH
Bangunan ged
69. | Perhitungan dan rencana teknis pengelolaan sampabh; * ke12§ 44 angg (;linftas v
empat lantai dengan
70. | Perhitungan dan rencana teknis pengelolaan air limbah; luas min 50.000 m2 v
e Bangunan gedung
71. | Perhitungan dan rencana reduksi emisi karbon; dan kelas 6, 7 dan 8 di atas v
empat lantai dengan
- . - - - - luas lantai min 5.000
72. | Perhitungan teknis sumber daya lainnya dan perkiraan siklus hidup mo \4
BGH.
73. Dokumen . . .
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73. | Dokumen Evaluasi Kinerja BGH tahap perencanaan e Bangunan gedung v
kelas 9a dengan luas

74. | Data tenaga ahli bangunan Gedung hijau dan/atau data tenaga ahli di atas 20.000 m2 \

yang memiliki sertifikat kerja konstruksi di bidang bangunan Gedung * Bangunan gedung dan

o1 : . 5 BGN kelas 9b dengan
yang memiliki sertifikat pelatihan bangunan Gedung hijau luas di atas 10.000 m?2

Yang dimaksud dengan
sertifikat pelatihan
bangunan Gedung hijau
adalah bukti telah
mengikuti dan lulus
pelatihan

* Untuk bangunan gedung untuk kepentingan berusaha, informasi terkait diperoleh secara otomatis dari
integrasi sistem pemerintahan

Tabel VIII.15. Ketentuan dalam bentuk Data/Check List Pada Sistem

No | - Ketentuan Dokumen Keterangan Talllap Tall;ap Talllala P
1. | Pernyataan mematuhi KRK Bentuk Check List Pada \
Sistem

2. Pernyataan . .
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2. | Pernyataan menggunakan Pelaksana Konstruksi

Bentuk Check List Pada
Sistem

3. | Pernyataan menggunakan Pengawas/ Manajemen Konstruksi
bersertifikat

Bentuk Check List Pada
Sistem

4. | Pernyataan bahwa tanah tidak dalam status sengketa

Bentuk Check List Pada
Sistem

5. | Penyataan Kebenaran atas dokumen yang disampaikan

Bentuk Check List Pada
Sistem

SK No 014482 C
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Penyelenggaraan Bangunan Gedung Fungsi Khusus

H Maksimal 28 har kera

5 han kera

. Surat Penyataan Pemilik kepada Perg

waktu mengikuti fase konstruksi

Gambar VIII.10. Bagan Alir Penyelenggaraan Bangunan Gedung Fungsi Khusus

Catatan . . .
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Catatan:

(*): Seluruh waktu inspeksi yang dilakukan Menteri PUPR berdasarkan Notifikasi dari Pemohon.

(*1) Pemilik menyampaikan informasi melalui SIMBG apabila pelaksanaan pekerjaan sudah selesai. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian
antara gambar rencana teknis (DED) dengan gambar rencana kerja (shop drawing) akibat penyesuaian kondisi lapangan, pemilik harus
membuat catatan justifikasi teknis kepada Pemda.

Justifikasi teknis penyesuaian desain terhadap kondisi lapangan tidak boleh melanggar:

a.

ketentuan tata bangunan khususnya fungsi bangunan, sempadan, KDB, KLB, KTB, KDH, dan ketinggian bangunan.

b. ketentuan keandalan bangunan gedung khususnya kemampuan struktur menahan beban muatan, proteksi kebakaran, dan akses

evakuasi.

Conditional dalam inspeksi bangunan:

1.

2.

3.

4.

5.

Untuk bangunan gedung yang memerlukan pemeriksaan arsitektur dan MEP sesuai rekomendasi TPA, maka penilik dapat melakukan
inspeksi pada masing-masing pekerjaan struktur atas, arsitektur, dan MEP

Pada daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) dan/atau sulit terjangkau secara fisik, kegiatan penilikan bangunan dapat
dilakukan secara daring secara langsung (live) disertai dengan pernyataan kebenaran pelaksanaan sesuai PBG dari pemilik

dalam hal bangunan dalam proses konstruksi atau proses pemanfaatan dan mengalami mangkrak, maka pemerintah daerah berhak
menindaklanjuti PBG dan/atau SLF nya (hal ini akan masuk ke batang tubuh)

Penilik untuk BGFK dapat diambil dari penilik pusat, penilik daerah yang ditunjuk pemerintah pusat, atau penilik khusus darni
kementerian/lembaga terkait

TPA pusat dapat melibatkan TPA daerah apabila dirasa diperlukan

(*2) Dokumen teknis yang dilengkapi oleh pemohon menyesuaikan dengan ketentuan dokumen untuk Bangunan Gedung Fungsi Khusus.

Gambar . . .
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Bangunar Gedung

Keterangan

Pemetintah K/ Terkart
Pusat

Gambar VIII.11. Bagan Alir Penetapan Bangunan Gedung Fungsi Khusus

Ketentuan. . .
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3
%

&@@(‘#&

O

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

-2111 -

Ketentuan Dokumen Penyelenggaraan Bangunan Gedung Fungsi Khusus

Tabel VIII.16. Ketentuan dalam bentuk Upload Dokumen

No Ketentuan Dokumen Keterangan
Data Umum

1. | Informasi KTP/KITAS*

2. | Informasi KRK*

3. | Surat Perjanjian pemanfaatan tanah | Dalam hal pemilik tanah
antara pemilik tanah dan Pemilik bukan pemilik bangunan
Bangunan Gedung gedung

4. | Ketentuan Keselamatan Operasi Bila dibutuhkan
Penerbangan (KKOP)

S. | Surat Izin Peruntukan Penggunaan Bila disyaratkan
Tanah (SIPPT)

6. | Dokumen lingkungan sesuai
peraturan perundangan (AMDAL,

UKL/UPL, SPPL)*
7. | Data
* Penyedia Jasa Perencana
Konstruksi badan usaha atau
perseorangan
Arsitek berlisensi

8. | Surat kerukunan umat beragama Dalam hal Bangunan
(SKUB) untuk fungsi keagamaan dan | Gedung adalah fungsi
surat keterangan dari Kantor Wilayah | keagamaan
Kementerian Agama

9. | Surat pernyataan komitmen antara Surat pernyataan
TPA dan Pemilik sesuai tiap tahap komitmen memuat:
dengan menyatakan bahwa 1. Intensitas Bangunan
komponen-komponen arsitektur, dan jarak bebas
struktur dan MEP tidak akan 2. Bentuk masa
berubah. bangunan

3. Jumlah lantai dan
lapis bangunan,
dalam hal intensitas
dan mean of egress

4. Fungsi bangunan

5. Sistem dan
konfigurasi fondasi
sesuai dengan Beban
Muatan bangunan

6. transportasi vertikal

SK No 076412 A
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dan shaft

7. Sarana penyelamatan
diri/evakuasi (mean
of egress)

8. rancangan desain
proteksi kebakaran.

Data Teknis: Tanah

10. | Gambar Batas tanah yang dikuasai
termasuk gambar bangunan gedung
yang sudah ada (eksisting) pada
area/persil yang akan dibangun

11. | Gambar dan Informasi tentang hasil
penyelidikan Tanah untuk bangunan
sederhana

Data Teknis: Arsitektur
12. | Konsep Rancangan Arsitektur

13. | Gambar Pra Rancangan Situasi,
Rencana Tapak, Denah, Potongan,
Tampak dan detail Bangunan Gedung
14. | Gambar rancangan tapak

15. | Gambar rancangan denah

16. | Gambar rancangan tampak

17. | Gambar rancangan potongan

18. | Gambar rancangan detail bangunan

19. | Gambar Rencana Tata Ruang Dalam

20. | Gambar Rencana Tata Ruang Luar

21. | Spesifikasi teknis umum

22. | spesifikasi teknis khusus (Jenis, tipe,
dan karakteristik material/bahan
yang digunakan secara lebih detail
dan menyeluruh untuk komponen
arsitektural)

23. | Rekomendasi peil banjir Bila dibutuhkan
Untuk memastikan
konektivitas yang baik
antara drainase
Bangunan Gedung
terhadap drainase
lingkungan /perkotaan.

Data . ..
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Data Teknis: Struktur

24.

Konsep Rancangan Arsitektur

25.

Gambar Pra Rancangan Situasi,
Rencana Tapak, Denah, Potongan,
Tampak dan detail Bangunan Gedung

26.

Gambar rancangan tapak

27.

Gambar rancangan denah

28.

Gambar rancangan tampak

29.

Gambar rancangan potongan

30.

Gambar rancangan detail bangunan

31.

Gambar Rencana Tata Ruang Dalam

32.

Gambar Rencana Tata Ruang Luar

33.

Spesifikasi teknis umum

34.

spesifikasi teknis khusus (Jenis, tipe,
dan karakteristik material/bahan
yang digunakan secara lebih detail
dan menyeluruh untuk komponen
arsitektural)

35.

Rekomendasi peil banjir

Bila dibutuhkan
Untuk memastikan
konektivitas yang baik
antara drainase
Bangunan Gedung
terhadap drainase

lingkungan /perkotaan.

36.

Konsep Rancangan Arsitektur

37.

Gambar Pra Rancangan Situasi,
Rencana Tapak, Denah, Potongan,
Tampak dan detail Bangunan Gedung

38.

Gambar rancangan tapak

39.

Gambar rancangan denah

40.

Gambar rancangan tampak

41.

Gambar rancangan potongan

42.

Gambar rancangan detail bangunan

Data Teknis: Mekanikal, Elektrikal, dan Plambing

43.

Konsep perancangan MEP

44.

Laporan perhitungan analisis MEP
bawah tanah (underground services)

45.

Laporan perhitungan analisis MEP di

SK No 076414 A
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luar bawah tanah

46.

Gambar rencana teknis dan rencana
detail Instalasi MEP bawah tanah
(underground services)

47.

Gambar rencana teknis sistem
Transportasi dalam gedung (Vertikal
dan/atau Horizontal)

bila disyaratkan

48.

Gambar rencana teknis tingkat
kebisingan dan getaran yang
berdampak pada lingkungan sekitar

bila disyaratkan

49.

Gambar rencana teknis sistem
jaringan listrik yang terdiri dari
gambar sumber, jaringan, dan
pencahayaan umum (general lighting),
pencahayaan khusus (special lighting)
dan energi terbarukan (renewable
energy)

Khusus untuk energi
terbarukan (renewable
energy), bila disyaratkan

50.

Gambar rencana teknis sistem
Proteksi Petir.

bila disyaratkan

S1.

Gambar rencana teknis sistem
Komunikasi Internal & External,
sistem data (IT)

bila disyaratkan

S2.

gambar rencana teknis sistem tata
suara/tata suara evakuasi

bila disyaratkan

53.

gambar rencana teknis sistem kontrol
otomatisasi (Building automation
system)

bila disyaratkan

54.

gambar rencana teknis sistem
keamanan (security system) dan
kontrol akses (access control)

bila disyaratkan

SS.

Rencana teknis Sistem Sanitasi
Plambing Yang Terdiri Pengelolaan
Air Bersih, Air Limbah, Air Hujan,
Drainase, Persampahan, dan sistem
pengelolaan limbah B3

Khusus untuk sistem
pengelolaan B3, bila
disyaratkan.

56.

Gambar Rencana teknis Sistem
Proteksi Kebakaran (hidran,
sprinkler, smoke extractor, dan
presurrized fan) yang disesuaikan
dengan tingkat risiko kebakaran.

bila disyaratkan

57.

Gambar Rencana teknis Sistem
Proteksi Kebakaran (fire alarm, dan
APAR) yang disesuaikan dengan
tingkat risiko kebakaran.

Khusus untuk fire alarm,
bila disyaratkan

SK No 076415 A
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58.

Gambar rencana teknis sistem tata
udara gedung.

bila disyaratkan

59.

gambar rencana teknis sistem
gondola

bila disyaratkan

60.

gambar rencana teknis gas medis dan
gas bakar

bila disyaratkan

61.

gambar rencana teknis sistem
informasi manajemen antara lain
rumah sakit; dan lainnya

bila disyaratkan

62.

gambar rencana teknis pneumatic
tube

bila disyaratkan

63.

Gambar detail standar seluruh MEP
yang dipakai dalam bangunan
gedung

64.

Spesifikasi Teknis (Jenis, tipe, dan
karakteristik material/bahan yang
digunakan secara lebih detail dan
menyeluruh untuk komponen
mekanikal, elektrikal, dan plambing)

65.

Perhitungan dan rencana pengelolaan
tapak;

Bangunan Gedung

dengan kategori sebagai

berikut wajib

menyampaikan dokumen

tambahan BGH yang

melibatkan Tenaga Ahli

BGH

e Bangunan gedung
kelas 4 dan 5 di atas
empat lantai dengan
luas min 50.000 m2

e Bangunan gedung
kelas 6, 7 dan 8 di atas
empat lantai dengan
luas lantai min 5.000
m?2

¢ Bangunan gedung
kelas 9a dengan luas
di atas 20.000 m2

e Bangunan gedung dan
BGN kelas 9b dengan
luas di atas 10.000 m2

Yang dimaksud dengan
sertifikat pelatihan
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bangunan Gedung hijau
adalah bukti telah
mengikuti dan lulus
pelatihan

66. | Perhitungan dan rencana teknis
pencapaian efisiensi energi,

67. | Perhitungan dan rencana teknis
pencapaian efisiensi air;

68. | Perhitungan dan rencana teknis
pengelolaan sampah;

69. | Perhitungan dan rencana teknis
pengelolaan air limbabh;

70. | Perhitungan dan rencana reduksi
emisi karbon; dan

71. | Perhitungan teknis sumber daya
lainnya dan perkiraan siklus hidup
BGH.

72. | Dokumen Evaluasi Kinerja BGH
tahap perencanaan

73. | Data tenaga ahli bangunan Gedung
hijau dan/atau data tenaga ahli yang
memiliki sertifikat kerja konstruksi di
bidang bangunan Gedung yang
memiliki sertifikat pelatihan
bangunan Gedung hijau

74. | Kriteria perencanaan teknis BGFK Kriteria perencanaan
teknis ditetapkan oleh
masing-masing pembina
BGFK

75. | Dokumen terkait dengan standar
perencanaan dan perancangan fungsi
khusus

76. | Dokumen terkait dengan standar
keamanan fungsi khusus

* Untuk bangunan gedung untuk kepentingan berusaha, informasi
terkait diperoleh secara otomatis dari integrasi sistem pemerintahan

Tabel VIII.17. Ketentuan dalam bentuk Data/Check List Pada Sistem

No Ketentuan Dokumen Keterangan
1. | Pernyataan mematuhi KRK Bentuk Check List Pada
Sistem
2. | Pernyataan menggunakan Pelaksana | Bentuk Check List Pada
Konstruksi Sistem

3. Pernyataan . . .
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3. | Pernyataan menggunakan Pengawas/ | Bentuk Check List Pada
Manajemen Konstruksi bersertifikat Sistem

4. | Pernyataan bahwa tanah tidak dalam | Bentuk Check List Pada
status sengketa Sistem

S. | Penyataan Kebenaran atas dokumen | Bentuk Check List Pada
yang disampaikan Sistem

11. Penyelenggaraan . . .
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11. Penyelenggaraan Bangunan Gedung Fungsi Khusus Bertahap

perbaiki
tidak

TR
Nt/

diperbaiki nuak sesuai

3taar
dapat dilanjutkan lengan PBG
r———
Pekerjaan i
Basement (bila gt
ada) renik 1

dimunghinkan

Lengkapr

Tler

TAHAP 1 TAHAP 2

maksimal 18 han keria untuk konsultas) 1 2 hari kea TrEn Gk Wkt pemohon

maksimal 78 han kera ">K 7 hari kefja TEngIRLT Wakl pemanon

KONSULTAS! - PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN KONSTRUKSI KONSULTASI PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN KONSTRUKS!

Gambar VIII.12. Bagan Alir Penyelenggaraan Bangunan Gedung Fungsi Khusus Bertahap (Tahap 1 dan 2)

‘mengikutl wakiu pemonon

TAHAP . ..
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{

dapat
dilanjutkan
tidak dimungiinkan'
dimungkinkan—
Penerbitan
SLF dan
SBEBG
Menteri
s .
L Teknis Bangunan Tidak selesai
Gedung tidak menyampaikan \\__
TPA Pusat :
7 - 21 hari i :
L i : peryemps:
Memenuhi gy Fenerbitan M informasi jachwal
: FPBG H gulai pelaksa
i n H konstruksi
i Menteri H
14 hari kerja i {3 han kera >

;-{ 2 hari kerja K‘
Catatan . . .

T - : i
HOMNSULTASI] ' PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN KONSTRUKSI :

Gambar VIII.12.1. Bagan Alir Penyelenggaraan Bangunan Gedung Fungsi Khusus Bertahap (Tahap 3)

-
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Catatan:

Dalam hal perhitungan hari, proses keseluruhan membutuhkan minimal 31 dan maksimal 79 hari. Namun mulai hari ke 9 (minimal) hingga

hari ke 22 (maksimal) sudah bisa memulai konstruksi.

(*): Seluruh waktu inspeksi yang dilakukan Menteri PUPR berdasarkan Notifikasi dari Pemohon.

(*1): Pemilik menyampaikan informasi melalui SIMBG apabila pelaksanaan pekerjaan sudah selesai. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian
antara gambar rencana teknis (DED) dengan gambar rencana kerja (shop drawing) akibat penyesuaian kondisi lapangan, pemilik harus
membuat catatan justifikasi teknis kepada Pemda.

Justifikasi teknis penyesuaian desain terhadap kondisi lapangan tidak boleh melanggar:

a. ketentuan tata bangunan khususnya fungsi bangunan, sempadan, KDB, KLB, KTB, KDH, dan ketinggian bangunan.

b. ketentuan keandalan bangunan gedung khususnya kemampuan struktur menahan beban muatan, proteksi kebakaran, dan akses
evakuasi.

Conditional dalam inspeksi bangunan:

1. Untuk bangunan gedung yang memerlukan pemeriksaan arsitektur dan MEP sesuai rekomendasi TPA, maka penilik dapat
melakukan inspeksi pada masing-masing pekerjaan struktur atas, arsitektur, dan MEP;

2. Pada daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) dan/atau sulit terjangkau secara fisik, kegiatan penilikan bangunan dapat
dilakukan secara daring secara langsung (live) disertai dengan pernyataan kebenaran pelaksanaan sesuai PBG dari pemilik;

3. dalam hal bangunan dalam proses konstruksi atau proses pemanfaatan dan mengalami mangkrak, maka pemerintah daerah berhak
menindaklanjuti PBG dan/atau SLF nya (hal ini akan masuk ke batang tubuh);

4. Penilik . . .
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4. Penilik untuk BGFK dapat diambil dari penilik pusat, penilik daerah yang ditunjuk pemerintah pusat, atau penilik khusus dari
kementerian/lembaga terkait; dan
5. TPA pusat dapat melibatkan TPA daerah apabila dirasa diperlukan.

(*2): Dokumen teknis yang dilengkapi oleh pemohon menyesuaikan dengan ketentuan dokumen untuk Bangunan Gedung Fungsi Khusus.
Bertahap.

Ketentuan . . .
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Ketentuan Dokumen Penyelenggaraan Bangunan Gedung Fungsi Khusus Bertahap

Tabel VIII.18. Ketentuan dalam bentuk Upload Dokumen

No ' ‘ Ketentuan Dokumen Keterangan Talllap Tall;ap Tailllla P
Data Umum
1. | Informasi KTP/KITAS*
2. | Informasi KRK*
3. | Surat Perjanjian pemanfaatan tanah antara pemilik tanah dan Pemilik Dalam hal pemilik tanah
Bangunan Gedung bukan pemilik bangunan
gedung
7. | Ketentuan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) Bila dibutuhkan \
8. | Surat Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (SIPPT) Bila disyaratkan \
9. | Dokumen lingkungan sesuai peraturan perundangan (AMDAL, UKL/UPL, SPPL)* \4
10. | Data \
¢ Penyedia Jasa Perencana Konstruksi badan usaha atau perseorangan
e Arsitek berlisensi
11. Surat. ..
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11. | Surat kerukunan umat beragama (SKUB) untuk fungsi keagamaan dan surat Dalam hal Bangunan
keterangan dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Gedung adalah fungsi
keagamaan
12. | Surat pernyataan komitmen antara TPA dan Pemilik sesuai tiap tahap dengan Surat pernyataan

komitmen memuat:

1.

2.

3.

Intensitas Bangunan
dan jarak bebas
Bentuk masa
bangunan

Jumlah lantai dan
lapis bangunan, dalam
hal intensitas dan
mean of egress

. Fungsi bangunan
. Sistem dan konfigurasi

fondasi sesuai dengan
Beban Muatan
bangunan

. transportasi vertikal

dan shaft
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7. Sarana penyelamatan
diri/evakuasi (mean of
egress)

8. rancangan desain
proteksi kebakaran.

Data Teknis: Tanah

13. | Gambar Batas tanah yang dikuasai termasuk gambar bangunan gedung yang \
sudah ada (eksisting) pada area/persil yang akan dibangun

14. | Gambar dan Informasi tentang hasil penyelidikan Tanah untuk bangunan v
sederhana

Data Teknis: Arsitektur

17. | Konsep Rancangan Arsitektur

18. | Gambar Pra Rancangan Situasi, Rencana Tapak, Denah, Potongan, Tampak dan
detail Bangunan Gedung

19. | Gambar rancangan tapak \%

20. | Gambar rancangan denah \%

21. Gambar . . .
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21. | Gambar rancangan tampak
22. | Gambar rancangan potongan
23. | Gambar rancangan detail bangunan \4
24. | Gambar Rencana Tata Ruang Dalam v
25. | Gambar Rencana Tata Ruang Luar
26. | Spesifikasi teknis umum
27. | spesifikasi teknis khusus (Jenis, tipe, dan karakteristik material/bahan yang
digunakan secara lebih detail dan menyeluruh untuk komponen arsitektural)

28. | Rekomendasi peil banjir Bila dibutuhkan

Untuk memastikan

konektivitas yang baik

antara drainase

Bangunan Gedung

terhadap drainase

lingkungan . . .
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lingkungan/perkotaan.
Data Teknis: Struktur
29. | Rencana skematik struktur \
Perhitungan dan Rencana Dewatering 1. dalam hal bangunan v
gedung lebih dari 1
Perhitungan Teknis Struktur bawah lantai maka
Gambar rencana teknis Fondasi dilengkapi gambar
S rencana tangga dan
Gambar rencana teknis pile cap gambar rencana plat \
Gambar rencana teknis tied beam lantai. v
: 2. Gambar dinding geser
Gambar rencana teknis Basemen (bila ada) v
Gambar Detail standar fondasi, pile cap, tied beam, basemen 3. G(;:lr;lbar basemen (bila '
ada
Perhitungan teknis struktur atas \
Gambar rencana teknis Kolom \
Gambar rencana teknis Pembalokan \

Gambar . ..
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Gambar rencana teknis Dinding geser A\
Gambar rencana teknis Pengaku (bracing) v
Gambar rencana teknis Pelat v
Gambar rencana teknis Rangka Atap v
Gambar rencana teknis peralatan mekanis khusus v

30. | Gambar Detail standar kolom, balok, pelat, dinding geser, rangka atap, v
peralatan mekanis khusus

31. | Spesifikasi Teknis umum v

32. | Spesifikasi teknis khusus (Jenis, tipe, dan karakteristik material/bahan yang \Y
digunakan secara lebih detail dan menyeluruh untuk komponen struktural)

Data Teknis: Mekanikal, Elektrikal, dan Plambing .

33. | Konsep perancangan MEP

34. | Laporan perhitungan analisis MEP bawah tanah (underground services) \4

35. Laporan . . .
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35. | Laporan perhitungan analisis MEP diluar bawah tanah v
36. | Gambar rencana teknis dan rencana detail Instalasi MEP bawah tanah \%
(underground services)
37. | Gambar rencana teknis sistem Transportasi dalam gedung (Vertikal dan/atau bila disyaratkan v
Horizontal)
38. | Gambar rencana teknis tingkat kebisingan dan getaran yang berdampak pada bila disyaratkan v
lingkungan sekitar
39. | Gambar rencana teknis sistem jaringan listrik yang terdiri dari gambar sumber, . v
o S Khusus untuk energi
Jaringan, dan pencahayaan umum (general lighting), pencahayaan khusus terbarukan (renewable
(special lighting) dan energi terbarukan (renewable energy) . .
energy), bila disyaratkan
40. | Gambar rencana teknis sistem Proteksi Petir. bila disyaratkan v
41. | Gambar rencana teknis sistem Komunikasi Internal & External, sistem data (IT) | bila disyaratkan \4
42. Gambar . ..
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42. | Gambar rencana teknis sistem tata suara/tata suara evakuasi bila disyaratkan \
43. | Gambar rencana teknis sistem kontrol otomatisasi (Building automation system) | bila disyaratkan v
44. | Gambar rencana teknis sistem keamanan (security system) dan kontrol akses bila disyaratkan \
(access control)
45. | Rencana teknis Sistem Sanitasi Plambing Yang Terdiri Pengelolaan Air Bersih, Khusus untuk sistem \4
Air Limbah, Air Hujan, Drainase, Persampahan, dan sistem pengelolaan limbah | pengelolaan B3, bila
B3 disyaratkan.
46. | Gambar Rencana teknis Sistem Proteksi Kebakaran (hidran, sprinkler, smoke bila disyaratkan \4
extractor, dan presurrized fan) yang disesuaikan dengan tingkat risiko
kebakaran.
47. | Gambar Rencana teknis Sistem Proteksi Kebakaran (fire alarm, dan APAR) yang | Khusus untuk fire alarm, v
disesuaikan dengan tingkat risiko kebakaran. bila disyaratkan
48. | Gambar rencana teknis sistem tata udara gedung. bila disyaratkan \4
49. Gambar . . .
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49. | Gambar rencana teknis sistem gondola bila disyaratkan \
50. | Gambar rencana teknis gas medis dan gas bakar bila disyaratkan \Y
51. | Gambar rencana teknis sistem informasi manajemen antara lain rumah sakit; bila disyaratkan \%
dan lainnya
52. | Gambar rencana teknis pneumatic tube bila disyaratkan v
53. | Gambar detail standar seluruh MEP yang dipakai dalam bangunan gedung v
54. | Spesifikasi Teknis (Jenis, tipe, dan karakteristik material/bahan yang v
digunakan secara lebih detail dan menyeluruh untuk komponen mekanikal,
elektrikal, dan plambing)
55. | Perhitungan dan rencana pengelolaan tapak; Bangunan Gedung
dengan kategori sebagai
56. | Perhitungan dan rencana teknis pencapaian efisiensi energi; berikut wajib \%
menyampaikan dokumen
57. | Perhitungan dan rencana teknis pencapaian efisiensi air; tambahan BGH yang v
melibatkan Tenaga Ahli

SK No 014498 C

58. Perhitungan . . .




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2131 -

58.

Perhitungan dan rencana teknis pengelolaan sampabh;

959.

Perhitungan dan rencana teknis pengelolaan air limbah;

60.

Perhitungan dan rencana reduksi emisi karbon; dan

61.

Perhitungan teknis sumber daya lainnya dan perkiraan siklus hidup BGH.

62.

Dokumen Evaluasi Kinerja BGH tahap perencanaan

63.

Data tenaga ahli bangunan Gedung hijau dan/atau data tenaga ahli yang

memiliki sertifikat kerja konstruksi di bidang bangunan Gedung yang memiliki

sertifikat pelatihan bangunan Gedung hijau

BGH

Bangunan umum

kelas 4 dan S di atas
empat lantai dengan
luas min 50.000 m2

BGN kelas 6, 7 dan 8
di atas empat lantai

dengan luas lantai
min 5.000 m2

Bangunan umum dan
BGN kelas 9a dengan
luas di atas 20.000
m?2

Bangunan umum dan
BGN kelas 9b dengan
luas di atas 10.000
m?2

Yang dimaksud dengan
sertifikat pelatihan

SK No 014499 C
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bangunan Gedung hijau
adalah bukti telah
mengikuti dan lulus
pelatihan

Data Teknis: Fungsi Khusus

64. | Kriteria perencanaan teknis BGFK Kriteria perencanaan \4
teknis ditetapkan oleh
masing-masing pembina
BGFK
65. | Dokumen terkait dengan standar perencanaan dan perancangan fungsi khusus v \%
66. | Dokumen terkait dengan standar keamanan fungsi khusus \4 \
* Untuk bangunan gedung untuk kepentingan berusaha, informasi terkait diperoleh secara otomatis dari
integrasi sistem pemerintahan
Tabel VIII.19. Ketentuan dalam bentuk Data/Check List Pada Sistem
No Ketentuan Dokumen Keterangan Tallxap Tall:ap Talll1la 4
1. | Pernyataan mematuhi KRK Bentuk Check List Pada \

Sistem

SK No 014500 C
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2. | Pernyataan menggunakan Pelaksana Konstruksi Bentuk Check List Pada v
Sistem

3. | Pernyataan menggunakan Pengawas/ Manajemen Konstruksi bersertifikat Bentuk Check List Pada v
Sistem

4. | Pernyataan bahwa tanah tidak dalam status sengketa Bentuk Check List Pada \4
Sistem

5. | Penyataan Kebenaran atas dokumen yang disampaikan Bentuk Check List Pada \
Sistem

SK No 014423 C
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12. Penyelenggaraan Bangunan Gedung Kolektif

i f—ﬁa\) i
i Pembekuan [ i

Tidak Dimungkinkan

Dimungkinkan 130
Memenuhi

Teknis Retribusi
Sehkretaniat

& 1 hari k
an kerjal
N =]
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T 3-26han |

27 hari keqa‘%

T e E—
(*4)
) Perbaikan
Dok Sem Bangunan Tidak Diperbaiki-»
Penilik = Gedung
Tidak Menyampaikan
Informasi
("4)
Penetapan ;
il . Perbaikan
Retribusi dan Surat Tidak Sesuai oerbaik
e Dengan P56 Bangunan Tidak Diperbaiki-»
Standar Teknis Gedung
Kepala Dinas
1 hari Pemyataan Konstruksi I
Dapat Dianjutkan
(4)
"4)
. Perbaikan
Tidak Sesuai S
Bangunan Tidak Diperbaiki—»
Dengan FEG etomg
: Pemyataan Konstruksi Diperbaiki
' Dapat Dilanjutkan
: . 4)
; 4) )
: Tidak Sesuai gm'-a" Tidak Diperbaiki
! angunan
i Dengan PBG Gedung

Mengunggah 1
1. A5 Busia Drawing Final H

2 Surat Pemyataan Penyedia Jasa *
kepada Pemillk Bangunan H H

3. Surat Penyatsan Pemillk kepada Pemaa [

Pelaksanaan Konstruksi

3 hari kenja,

Gambar VIII.13. Bagan Alir Penyelenggaraan Bangunan Gedung Kolektif

; PRA PEMANFAATAN :

Keterangan . . .
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Keterangan:

Pemohon Dinas Teknis DPMPTSP

Catatan:

(*): Seluruh waktu inspeksi yang dilakukan Dinas Teknis berdasarkan Notifikasi dari Pemohon.

(*1): Dokumen teknis dilengkapi oleh pemohon dengan mengikuti Ketentuan dokumen Bangunan Gedung Kolektif.

(*2): Pemeriksaan Kesesuaian dokumen rencana arsitektur, struktur, mekanikal elektrikal.

(*3): PBG dibekukan selama 5 tahun sampai dengan ada klarifikasi mulai konstruksi dari pemilik bangunan gedung. Dalam hal tidak ada
klarifikasi dalam 5 tahun, PBG dibatalkan.

(*4): Pemilik menyampaikan informasi melalui SIMBG apabila pelaksanaan pekerjaan sudah selesai. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian
antara gambar rencana teknis (DED) dengan gambar rencana kerja (shop drawing) akibat penyesuaian kondisi lapangan, pemilik harus
membuat catatan justifikasi teknis kepada Pemda.

Justifikasi teknis penyesuaian desain terhadap kondisi lapangan tidak boleh melanggar:
a. ketentuan tata bangunan khususnya fungsi bangunan, sempadan, KDB, KLB, KTB, KDH, dan ketinggian bangunan.
b. ketentuan keandalan bangunan gedung khususnya kemampuan struktur menahan beban muatan, proteksi kebakaran, dan akses

evakuasi.
Ketentuan . . .
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%

PEIL )

52

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2136 -

Ketentuan Dokumen Penyelenggaraan Bangunan Gedung Kolektif

Tabel VIII.20. Ketentuan dalam bentuk Upload Dokumen

No

Ketentuan Dokumen

Keterangan

Data

Umum

1.

Informasi KTP/KITAS*

2.

Informasi KRK*

3.

Surat Perjanjian pemanfaatan tanah
antara pemilik tanah dan Pemilik
Bangunan Gedung

Dalam hal pemilik
tanah bukan pemilik
bangunan gedung

Surat Izin Peruntukan Penggunaan Tanah
(SIPPT)

Bila disyaratkan

Dokumen lingkungan sesuai peraturan
perundangan (AMDAL, UKL/UPL, SPPL)*

Data
¢ Penyedia Jasa Perencana Konstruksi
badan usaha atau perseorangan
e Arsitek berlisensi

Masterplan atau Siteplan dari kumpulan
BG kolektif

Gambar Site Plan yang telah ditandai
nama, alamat dan batas - batas bangunan
gedung yang akan dipecah

Dokumen ini
dimintakan bukan
pada fase PBG, akan
tetapi dimintakan
pada fase SLF per
unit bangunan serta
penerbitan SBKBG-
nya

Data

Teknis: Tanah

Gambar Batas tanah yang dikuasai
termasuk gambar bangunan gedung yang
sudah ada (eksisting) pada area/persil
yang akan dibangun

Bila ada Bangunan
Gedung pada
area/persil yang
akan dibangun

10.

Gambar dan Informasi tentang hasil
penyelidikan Tanah.

Data

Teknis: Arsitektur

11.

Konsep Rancangan Arsitektur
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12.

Gambar Situasi, Rencana Tapak, Denah,
Potongan, Tampak dan detail Bangunan
Gedung

13.

Gambar Rencana Tata Ruang Dalam dan
Tata Ruang Luar

14.

Spesifikasi teknis, meliputi spesifikasi
umum dan spesifikasi khusus (Jenis, tipe,
dan karakteristik material/bahan yang
digunakan secara lebih detail dan
menyeluruh untuk komponen
arsitektural)

15.

Rekomendasi peil banjir

Bila dibutuhkan
Untuk memastikan
konektivitas yang
baik antara drainase
Bangunan Gedung
terhadap drainase
lingkungan/
perkotaan.

Data Teknis: Struktur

16.

Perhitungan Teknis dan Gambar Rencana
Fondasi, Basemen, Kolom, Balok, pelat
lantai dan Rangka Atap, Penutup dan
komponen gedung lainnya

a. dalam hal
bangunan gedung
lebih dari 1 lantai
maka dilengkapi
gambar rencana
tangga dan
gambar rencana
plat lantai.

b. Gambar dinding
geser (bila ada)

c. Gambar basemen
(bila ada)

17.

Gambar Detail Struktur

18.

Spesifikasi Teknis meliputi spesifikasi
umum dan spesifikasi khusus (Jenis, tipe,
dan karakteristik material/bahan yang
digunakan secara lebih detail dan
menyeluruh untuk komponen struktural)

Data Teknis: Mekanikal, Elektrikal, dan Plambing
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19.

Perhitungan teknis dan Gambar rencana
detail sistem Transportasi (Vertikal
dan/atau Horizontal)

bila disyaratkan

20.

Perhitungan tingkat kebisingan dan
getaran yang berdampak pada lingkungan
sekitar termasuk gambar detail

bila disyaratkan

21.

Gambar rencana teknis sistem jaringan
listrik yang terdiri dari gambar sumber,
jaringan, dan pencahayaan umum
(general lighting), pencahayaan khusus
(special lighting) dan energi terbarukan
(renewable energy)

Khusus untuk energi
terbarukan
(renewable energy),
bila disyaratkan

22.

Perhitungan Teknis dan Gambar rencana
detail sistem Penangkal/Proteksi Petir.

bila disyaratkan

23.

Perhitungan Teknis dan Gambar rencana
detail sistem Komunikasi Internal &
External, sistem data (IT)

bila disyaratkan

24.

Perhitungan teknis dan gambar rencana
detail sistem tata suara/tata suara
evakuasi

bila disyaratkan

25.

Perhitungan teknis dan gambar rencana
detail sistem kontrol otomatisasi (Building
automation system)

bila disyaratkan

26.

Perhitungan teknis dan gambar rencana
detail sistem keamanan (security system)
dan kontrol akses (access control)

bila disyaratkan

27.

Perhitungan Teknis dan Gambar Rencana
detail Sistem Sanitasi Plambing Yang
Terdiri Pengelolaan Air Bersih, Air Limbah,
Air Hyjan, Drainase, Persampahan, dan
sistem pengelolaan limbah B3

Khusus untuk sistem
pengelolaan B3, bila
disyaratkan.

28.

Perhitungan Teknis dan Gambar Rencana
detail Sistem Proteksi Kebakaran (hidran,
sprinkler, smoke extractor, dan presurrized
fan) yang disesuaikan dengan tingkat
risiko kebakaran.

bila disyaratkan

29.

Perhitungan Teknis dan Gambar Rencana
detail Sistem Proteksi Kebakaran (fire
alarm, dan APAR) yang disesuaikan
dengan tingkat risiko kebakaran.

Khusus untuk fire
alarm, bila
disyaratkan
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30.

Perhitungan Teknis dan Gambar rencana
detail sistem Penghawaan/Ventilasi alami
dan buatan. tata udara gedung.

bila disyaratkan

31.

Perhitungan teknis dan gambar rencana
detail sistem gondola

bila disyaratkan

32.

Perhitungan teknis dan gambar rencana
detail gas medis dan gas bakar

bila disyaratkan

Data Teknis: Mekanikal, Elektrikal, dan Plamb

ing

33.

Perhitungan teknis dan gambar rencana
detail sistem informasi manajemen antara
lain rumah sakit; dan lainnya

bila disyaratkan

34.

Perhitungan teknis dan gambar rencana
detail pneumatic tube

bila disyaratkan

35.

Spesifikasi Teknis (Jenis, tipe, dan
karakteristik material/bahan yang
digunakan secara lebih detail dan
menyeluruh untuk komponen mekanikal,
elektrikal, dan plambing)

* Untuk bangunan gedung untuk kepentingan berusaha, informasi
terkait diperoleh secara otomatis dari integrasi sistem pemerintahan

Tabel VIII.21. Ketentuan dalam bentuk Data/Check List Pada Sistem

No

Ketentuan Dokumen

Keterangan

1.

Pernyataan mematuhi KRK

Bentuk Check List
Pada Sistem

2.

Pernyataan menggunakan Pelaksana
Konstruksi

Bentuk Check List
Pada Sistem

Pernyataan menggunakan Pengawas/
Manajemen Konstruksi bersertifikat

Bentuk Check List
Pada Sistem

Pernyataan bahwa tanah tidak dalam
status sengketa

Bentuk Check List
Pada Sistem

Pernyataan memenuhi ketentuan pokok
tahan gempa

Bentuk Check List
Pada Sistem

Pernyataan Kebenaran atas dokumen
yang disampaikan

Bentuk Check List
Pada Sistem
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13. Penyelenggaraan Prasarana Bangunan Gedung

a3
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e e X erj g erj :
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Gambar VIIIL. 14. Bagan Alir Penyelenggaraan Prasarana Bangunan Gedung

Keterangan . . .
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Keterangan:
Pemohon Dinas Teknis DPMPTSP
Catatan:
(*):  Seluruh waktu inspeksi yang dilakukan Dinas Teknis berdasarkan Notifikasi dari Pemohon.

(*1): Dokumen teknis dilengkapi oleh pemohon dengan mengikuti Ketentuan dokumen Prasarana Bangunan Gedung.

(*2): Pemeriksaan Kesesuaian dokumen rencana prasarana

(*3): PBG dibekukan selama 5 tahun sampai dengan ada klarifikasi mulai konstruksi dari pemilik bangunan gedung. Dalam hal tidak ada
klarifikasi dalam 5 tahun, PBG dibatalkan.

(*4): Pemilik menyampaikan informasi melalui SIMBG apabila pelaksanaan pekerjaan sudah selesai. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian
antara gambar rencana teknis (DED) dengan gambar rencana kerja (shop drawing) akibat penyesuaian kondisi lapangan, pemilik harus
membuat catatan justifikasi teknis kepada Pemda.

Justifikasi teknis penyesuaian desain terhadap kondisi lapangan tidak boleh melanggar:
a. ketentuan tata bangunan khususnya fungsi bangunan, sempadan, KDB, KLB, KTB, KDH, dan ketinggian bangunan.
b. ketentuan keandalan bangunan gedung khususnya kemampuan struktur menahan beban muatan, proteksi kebakaran, dan akses

evakuasi.
Ketentuan . . .
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Ketentuan Dokumen Penyelenggaraan Prasarana Bangunan Gedung

Tabel VIII.22. Ketentuan dalam bentuk Upload Dokumen

No Ketentuan Dokumen Keterangan
Data Umum
1. | Informasi KTP/KITAS*
2. | Informasi KRK*
3. | Surat Perjanjian pemanfaatan tanah antara pemilik tanah dan Pemilik Dalam hal pemilik tanah bukan pemilik
Prasarana prasarana
4. | Ketentuan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) Bila dibutuhkan
5. | Dokumen lingkungan sesuai peraturan perundangan (AMDAL, UKL/UPL,
SPPL)*
6. | Data
¢ Penyedia Jasa Perencana Konstruksi badan usaha atau
perseorangan
o Arsitek berlisensi
Data Teknis: Tanah . L |
7. | Gambar Batas tanah yang dikuasai termasuk gambar bangunan gedung Bila ada Bangunan Gedung pada area/ persil
yang sudah ada (eksisting) pada area/persil yang akan dibangun yang akan dibangun
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8. | Gambar dan Informasi tentang hasil penyelidikan Tanah.

Data Teknis Prasarana

9 | Gambar dan perhitungan teknis untuk prasarana

* Untuk bangunan gedung untuk kepentingan berusaha, informasi terkait diperoleh secara otomatis dari integrasi sistem

pemerintahan
Tabel VIII.23. Ketentuan dalam bentuk Data/Check List Pada Sistem

No Ketentuan Dokumen Keterangan
1. | Pernyataan mematuhi KRK Bentuk Check List Pada Sistem
2. | Pernyataan menggunakan Pelaksana Konstruksi Bentuk Check List Pada Sistem
3. | Pernyataan menggunakan Pengawas/ Manajemen Konstruksi bersertifikat | Bentuk Check List Pada Sistem
4. | Pernyataan bahwa tanah tidak dalam status sengketa Bentuk Check List Pada Sistem
5. | Pernyataan memenuhi ketentuan pokok tahan gempa Bentuk Check List Pada Sistem
6. | Pernyataan Kebenaran atas dokumen yang disampaikan Bentuk Check List Pada Sistem

14. Penyelenggaraan . . .
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14. Penyelenggaraan Bangunan Gedung Fungsi Campuran

r—ﬁ 3
Pembekuan

A rBG [T pe—
Tidak Dimunglkinkan '
[} L}
' . (*4)
' .
] - Perbaikan
i ! ;f:;fnepﬂmé Bangunan Tidak Diperbaki—»]
' | Gedung
H '
| ' Tidak Menyampaikan
Dimungkinkan 1 Informasi ; N
. Tidak Memsnuhi 1 Menyampaikan R
) ] Informasi
' i Peneta (4) T
nggah -
: : Redribusi daTgurm Tidak S - Perbaikan 1. As Bulld Drawing Final
esuai R .
4 Pemenuhan Dengan FBG Ea_l'lgunm Tidak Diperbaiki— i__suatp_any:;? F:;y‘eﬂla Jasa
' Standar Teknis [ epada Pemillk Bang :
' 3. Surat Penyataan Pemillk kepada Pemda (i
' Kepala Dinas H
' n
. 1 hari Pem: n Konstruksi
: Memenuhi Dﬂ?ﬁ o Diperbaiki
: r4) .
: Perhitungan : (*4)
1 Teknis Retribusi I \ Tesk s : ; - . o
: Sekretariat speksi Dengan PEG Gedmn: iperbiaiki
L Penilik
=it Kepada Dinas
Diperbaiki
w4
Tidak Sesuai gmm Tidak Diperbaiki—
Dengan PEG Gedung

\I’I— imal 1 hari kerja] >< ki '2?harikerja4: S :: ksi wrmmq;{><} ikuti Pelaksanaan Konstruksi

Gambar VIII.15. Bagan Alir Penyelenggaraan Bangunan Gedung Fungsi Campuran

PRA PEMANFAATAN i

Keterangan . . .
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Keterangan:
Pemohon Dinas Teknis DPMPTSP
Catatan:
(*):  Seluruh waktu inspeksi yang dilakukan Dinas Teknis berdasarkan Notifikasi dari Pemohon.

(*1): Dokumen teknis dilengkapi oleh pemohon dengan mengikuti Ketentuan dokumen Bangunan Gedung Fungsi Campuran.

(*2): Pemeriksaan Kesesuaian dokumen rencana prasarana.

(*3): PBG dibekukan selama 5 tahun sampai dengan ada klarifikasi mulai konstruksi dari pemilik bangunan gedung. Dalam hal tidak ada
klarifikasi dalam 5 tahun, PBG dibatalkan.

(*4): Pemilik menyampaikan informasi melalui SIMBG apabila pelaksanaan pekerjaan sudah selesai. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian
antara gambar rencana teknis (DED) dengan gambar rencana kerja (shop drawing) akibat penyesuaian kondisi lapangan, pemilik harus
membuat catatan justifikasi teknis kepada Pemda.

Justifikasi teknis penyesuaian desain terhadap kondisi lapangan tidak boleh melanggar:
a. ketentuan tata bangunan khususnya fungsi bangunan, sempadan, KDB, KLB, KTB, KDH, dan ketinggian bangunan.
b. ketentuan keandalan bangunan gedung khususnya kemampuan struktur menahan beban muatan, proteksi kebakaran, dan akses

evakuasi.
Ketentuan . . .
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Ketentuan Dokumen Penyelenggaraan Bangunan Gedung Dengan Fungsi
Campuran

Tabel VIII.24. Ketentuan dalam bentuk Upload Dokumen

No Ketentuan Dokumen Keterangan
Data Umum

1. | Informasi KTP/KITAS*

2. | Informasi KRK*

3. | Surat Perjanjian pemanfaatan tanah Dalam hal pemilik
antara pemilik tanah dan Pemilik tanah bukan pemilik
Bangunan Gedung bangunan gedung

4. | Ketentuan Keselamatan Operasi Bila dibutuhkan
Penerbangan (KKOP)

5. | Surat Izin Peruntukan Penggunaan Tanah | Bila disyaratkan
(SIPPT)

6. | Dokumen lingkungan sesuai peraturan
perundangan (AMDAL, UKL/UPL, SPPL)*

7. | Data

¢ Penyedia Jasa Perencana Konstruksi
badan usaha atau perseorangan
e Arsitek berlisensi

8. | Surat kerukunan umat beragama (SKUB) Dalam hal Bangunan
untuk fungsi keagamaan dan surat Gedung campuran
keterangan dari Kantor Wilayah terdapat bagian yang
Kementerian Agama diperuntukan untuk

fungsi keagamaan

9. | Dokumen Pertelaan Dalam hal bangunan

gedung terdiri dari
Satuan Unit
Bangunan Gedung
(SUBG) dan/atau
Satuan Unit Rumah
Susun (Sarusun)
yang dapat dimiliki
lebih dari 1 (satu)
orang atau Badan
Hukum.**
Data Teknis: Tanah
10. | Gambar Batas tanah yang dikuasai Bila ada Bangunan
termasuk gambar bangunan gedung yang Gedung pada
sudah ada (eksisting) pada area/persil area/persil yang
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yang akan dibangun

akan dibangun

11.

Gambar dan Informasi tentang hasil
penyelidikan Tanah.

Data Teknis: Arsitektur

12.

Konsep Rancangan Arsitektur

13.

Gambar Situasi, Rencana Tapak, Denah,
Potongan, Tampak dan detail Bangunan
Gedung

14.

Gambar Rencana Tata Ruang Dalam dan
Tata Ruang Luar

15.

Spesifikasi teknis, meliputi spesifikasi
umum dan spesifikasi khusus (Jenis, tipe,
dan karakteristik material/bahan yang
digunakan secara lebih detail dan
menyeluruh untuk komponen arsitektural)

Data Teknis: Struktur

16.

Perhitungan Teknis dan Gambar Rencana
Fondasi, Basemen Kolom, Balok, pelat
lantai dan Rangka Atap, Penutup dan
komponen gedung lainnya

. dalam hal

bangunan gedung
lebih dari 1 lantai
maka dilengkapi
gambar rencana
tangga dan
gambar rencana
plat lantai.

. Gambar dinding

geser (bila ada)

. Gambar basemen

(bila ada)

17.

Gambar Detail Struktur

18.

Spesifikasi Teknis meliputi spesifikasi
umum dan spesifikasi khusus (Jenis, tipe,
dan karakteristik material/bahan yang
digunakan secara lebih detail dan
menyeluruh untuk komponen struktural)

Data Teknis: Mekanikal, Elektrikal, dan Plambing

19.

Perhitungan teknis dan Gambar rencana
detail sistem Transportasi (Vertikal
dan/atau Horizontal)

bila disyaratkan

20.

Perhitungan tingkat kebisingan dan
getaran yang berdampak pada lingkungan
sekitar termasuk gambar detail

bila disyaratkan

SK No 076390 A

21. Perhitungan . .




&

=
-3
)/

M
S0

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2148 -

21.

Perhitungan teknis dan Gambar rencana
detail jaringan listrik yang terdiri dari
gambar sumber, jaringan, dan
pencahayaan dan energi baru terbarukan

Khusus untuk energi
baru terbarukan, bila
disyaratkan

22.

Perhitungan Teknis dan Gambar rencana
detail sistem Penangkal/Proteksi Petir.

bila disyaratkan

23.

Perhitungan Teknis dan Gambar rencana
detail sistem Komunikasi Internal &
External, sistem data (IT)

bila disyaratkan

24.

Perhitungan teknis dan gambar rencana
detail sistem tata suara/tata suara
evakuasi

bila disyaratkan

25.

Perhitungan teknis dan gambar rencana
detail sistem kontrol otomatisasi (Building
automation system)

bila disyaratkan

26.

Perhitungan teknis dan gambar rencana
detail sistem keamanan (security system)
dan kontrol akses (access control)

bila disyaratkan

27.

Perhitungan Teknis dan Gambar Rencana
detail Sistem Sanitasi Plambing Yang
Terdiri Pengelolaan Air Bersih, Air Limbah,
Air Hujan, Drainase, Persampahan, dan
sistem pengelolaan limbah B3

Khusus untuk sistem
pengelolaan B3, bila
disyaratkan.

28.

Perhitungan Teknis dan Gambar Rencana
detail Sistem Proteksi Kebakaran (hidran,
sprinkler, smoke extractor, dan presurrized
fan) yang disesuaikan dengan tingkat
risiko kebakaran.

bila disyaratkan

29.

Perhitungan Teknis dan Gambar Rencana
detail Sistem Proteksi Kebakaran (fire
alarm, dan APAR) yang disesuaikan dengan
tingkat risiko kebakaran.

Khusus untuk fire
alarm, bila
disyaratkan

30.

Perhitungan Teknis dan Gambar rencana
detail sistem Penghawaan/Ventilasi alami
dan buatan. tata udara gedung.

bila disyaratkan

31.

Perhitungan teknis dan gambar rencana
detail sistem gondola

bila disyaratkan

32.

Perhitungan teknis dan gambar rencana
detail gas medis dan gas bakar

bila disyaratkan

33.

Perhitungan teknis dan gambar rencana
detail sistem informasi manajemen antara
lain rumah sakit; dan lainnya

bila disyaratkan
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34.

Perhitungan teknis dan gambar rencana
detail pneumatic tube

bila disyaratkan

35.

Spesifikasi Teknis (Jenis, tipe, dan
karakteristik material/bahan yang
digunakan secara lebih detail dan
menyeluruh untuk komponen mekanikal,
elektrikal, dan plambing)

36.

Perhitungan dan rencana pengelolaan
tapak;

37.

Perhitungan dan rencana teknis
pencapaian efisiensi energi,

38.

Perhitungan dan rencana teknis
pencapaian efisiensi air;

39.

Perhitungan dan rencana teknis
pengelolaan sampah;

40.

Perhitungan dan rencana teknis
pengelolaan air limbabh;

41].

Perhitungan dan rencana reduksi emisi
karbon; dan

42.

Perhitungan teknis sumber daya lainnya
dan perkiraan siklus hidup BGH.

43.

Dokumen Evaluasi Kinerja BGH tahap
perencanaan

44.

Data tenaga ahli bangunan Gedung hijau
dan/atau data tenaga ahli yang memiliki
sertifikat kerja konstruksi di bidang
bangunan Gedung yang memiliki sertifikat
pelatihan bangunan Gedung hijau

Bangunan Gedung

dengan kategori

sebagai berikut wajib

menyampaikan

dokumen tambahan

BGH yang

melibatkan Tenaga

Ahli BGH

e Bangunan gedung
kelas 4 dan 5 di
atas empat lantai
dengan luas min
50.000 m2

¢ Bangunan gedung
kelas 6, 7 dan 8 di
atas empat lantai
dengan luas lantai
min 5.000 m2

e Bangunan gedung
kelas 9a dengan
luas di atas 20.000
m2

e Bangunan gedung
dan BGN kelas 9b
dengan luas di atas
10.000 m2

Yang dimaksud
dengan sertifikat
pelatihan bangunan
Gedung Hijau adalah
bukti telah mengikuti
dan lulus pelatihan

* Untuk bangunan gedung untuk kepentingan berusaha, informasi
terkait diperoleh secara otomatis dari integrasi sistem pemerintahan
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** Minimal Berisi:

- gambar yang menunjukkan bagian bersama
- gambar yang menunjukkan benda bersama
- gambar yang menunjukkan sarusun fungsi hunian dan/atau sarusun
fungsi campuran

- perhitungan NPP bagi Rumah Susun

Tabel VIII.25. Ketentuan dalam bentuk Data/Check List Pada Sistem

No

Ketentuan Dokumen

Keterangan

Pernyataan mematuhi KRK

Bentuk Check List Pada
Sistem

Pernyataan menggunakan Pelaksana
Konstruksi

Bentuk Check List Pada
Sistem

Pernyataan menggunakan Pengawas/
Manajemen Konstruksi bersertifikat

Bentuk Check List Pada
Sistem

Pernyataan bahwa tanah tidak dalam
status sengketa

Bentuk Check List Pada
Sistem

Pernyataan Kebenaran atas dokumen yang
disampaikan

Bentuk Check List Pada
Sistem
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15. Penyelenggaraan Bangunan Gedung Eksisting (Teknis)

. ;
L Perhitungan Teknis} _____________ :
: Bila Bangunan Retribusi i :

Gedung Belum

Memiliki PBG Kepala Dinas i
| ——
; Surat [ '
' »  Pemenuhan | '
l ) Standar Teknis i ]
Sesuai 1 '

—Tidak Lengkap
(*1)

= Kepala Dinas

s . Y E

Bangunan Penyampaian 1
Ti Hasil Berupa !
idak : I
Laik Rekomendasi !
Perbaikan .

Pemeriksaan
Kesesuaian

Pelengkapan
Standar Teknis

| Operator

~ Sekretariat

] Pembayaran
- ! Retribusi

Penyampaian '
Hasil Berupa !
Rekomendasi H

Perbaikan | :

Sekretariat — >

Pemeriksaan

Kelengkapan Tidak Sesuai — >

Sekretariat

p

Kepada Dinas

Lengkap :

Pelaksanaan
Perbaikan
Dokumen

A~

< ::maksimal 1 hari kerja ><: maksimal 26 hari kerja Nmaksimal 1 hari keda>

Gambar VIII.16. Bagan Alir penyelenggaraan penerbitan PBG, SLF, dan
SBKBG untuk bangunan eksisting

Catatan:

(*1) Tahapan ini dilakukan apabila belum ada PBG sebelumnya

(*2) PBG diterbitkan apabila Bangunan Gedung belum memiliki PBG
sebelumnya

Gambar . ..
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Surat
Pemenuhan
Standar Teknis

Y

Sesuai
Tidak Lengkap Kepala Dinas
Penyampaian
Pemeriksaan Ba%gélsr;an Hasil Berupa
Standar Teknis Kesesuaian Laik Rekomendasi
Perbaikan

Sekretariat

Penyampaian
Hasil Berupa
' Rekomendasi
Sekretariat | | Perbaikan

: Sekretariat

Pemeriksaan
Kelengkapan

Tidak Sesuai

Lengkap——

Kepada Dinas

Pelaksanaan
Perbaikan
Dokumen

< maksimal 1 hari kerja. >< maksimal 26 hari kerja >'<: maksimal 1 hari keﬂa>

Gambar VIII.17. Bagan Alir penyelenggaraan perpanjangan SLF

Catatan:

(*1) pemohon melengkapi dokumen termasuk dokumen SLF sebelumnya dan
dokumen SBKBG

Gambar . ..
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PROSES PENGKA.HAN TEKNIS

Penyusunan Laporan

Persiapan
Kelengkapan
Dokumen
Permohonan SLE

Pemenksaan Kelakan
Fungst dan Surat
Pernyataan Kelatkan
Fungsi

Laik Fungsi

Persiapan Pemenksaan
Pemeriksaan Kelakan - o - —e
Kelakan Fungsi Fugnst

Tidak Latk Fungsi

Penyusunan | aporan

Pelaksanaan
Pemeriksadan Kelakan

Perbaikan Bangunan
Geduny

F ungsi dan Rekomendasi
Perbaikan

Gambar VIII.18. Bagan Alir Proses Pengkajian Teknis Oleh Penyedia
Jasa Yang Dipekerjakan Oleh Pemohon

Ketentuan Dokumen Penyelenggaraan Bangunan Gedung Eksisting

(Teknis)
Tabel VIII.26. Ketentuan dalam bentuk Upload Dokumen
No Ketentuan Dokumen Keterangan
Data Umum

1. | Informasi KTP/KITAS*

2. | Informasi KRK*

3. | Surat Perjanjian pemanfaatan tanah antara | Dalam hal pemilik
pemilik tanah dan Pemilik Bangunan tanah bukan
Gedung pemilik bangunan

gedung

4. | Ketentuan Keselamatan Operasi Bila dibutuhkan
Penerbangan (KKOP)
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5. | Surat Izin Peruntukan Penggunaan Tanah Bila disyaratkan
(SIPPT)
6. | Dokumen lingkungan sesuai peraturan Bila dibutuhkan
perundangan (AMDAL, UKL/UPL)*
7. | Data Penyedia Jasa Perencana Konstruksi Bila ada
disertai data arsitek berlisensi dan data
tenaga ahli bersertifikat
8. | Surat kerukunan umat beragama (SKUB) Dalam hal
untuk fungsi keagamaan dan surat Bangunan Gedung
keterangan dari Kantor Wilayah adalah fungsi
Kementerian Agama keagamaan
9. | Sertifikat Laik Fungsi Dalam hal sudah
memiliki
10. | PBG disertai dengan bukti bayar retribusi Apabila sudah
memiliki PBG
Sebelumnya
Data Teknis: Arsitektur
11. | Gambar Situasi, Rencana Tapak, Denah,
Potongan, Tampak dan detail Bangunan
Gedung
12. | Spesifikasi teknis terbangun, meliputi
spesifikasi umum dan spesifikasi khusus
(Jenis, tipe, dan karakteristik
material/ bahan yang digunakan secara
lebih detail dan menyeluruh untuk
komponen arsitektural)
Data Teknis: Struktur
13. | Perhitungan Teknis dan Gambar Rencana 1. dalam hal
Fondasi, Basemen, Kolom, Balok, pelat bangunan
lantai dan Rangka Atap, Penutup, dan gedung lebih
komponen gedung lainnya dari 1 lantai
maka
dilengkapi

gambar rencana
tangga dan
gambar rencana
plat lantai.
2. Gambar dinding
geser (bila ada)
3. Gambar

SK No 076480 A
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basemen (bila
ada)

14.

Gambar Detail Struktur

15.

Spesifikasi Teknis meliputi spesifikasi
umum dan spesifikasi khusus (Jenis, tipe,
dan karakteristik material/bahan yang
digunakan secara lebih detail dan
menyeluruh untuk komponen struktural)

Data Teknis: Gedung Eksisting

16.

Laporan Pemeriksaan Kelaikan Fungsi
Bangunan Gedung

dilaksanakan
secara visual dan
dengan metode
pemeriksaan non-
destruktif
terhadap seluruh
komponen
bangunan gedung.
Dalam hal
terdapat indikasi
penting,
pemeriksaan dapat
dilanjutkan
dengan metode
destruktif

17.

Laporan Pemeriksaan Berkala Bangunan
Gedung

Hanya untuk
bangunan gedung
kepentingan
umum

18.

gambar bangunan gedung terbangun (as
built drawing)

untuk komponen
bangunan yang
tampak. Untuk
komponen
bangunan yang
tidak tampak
diwakili dengan
pemeriksaan non

destruktif.
19. | Perhitungan Teknis dan Dokumen Rencana | apabila masih
Teknis saat pembangunan gedung tersedia

20.

Gambar Detail Struktur terbangun

apabila masih
tersedia
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21. | Data Tenaga Ahli Pengkaji Teknis
bersertifikat

* Untuk bangunan gedung untuk kepentingan berusaha, informasi
terkait diperoleh secara otomatis dari integrasi sistem pemerintahan

Tabel VIII.27. Ketentuan dalam bentuk Data/Check List Pada Sistem

No Ketentuan Dokumen Keterangan
1. | Pernyataan mematuhi KRK Bentuk Check List
Pada Sistem
2. | Pernyataan bahwa tanah tidak dalam Bentuk Check List
status sengketa Pada Sistem

3. | Penyataan Kebenaran atas dokumen yang Bentuk Check List
disampaikan Pada Sistem

16. Penyelenggaraan . . .
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16. Penyelenggaraan Bangunan Gedung Eksisting (Administratif)

Proses Penerbitan
PBG, SLF, SBKBG

Bangunan Gedung
Eksisting

Belum memiliki
PBG dan SLF

Mesniliki Penerbitan
PBG dan SLF SBKBG

Pelengkapan
Standar Teknis

Permohonan : Kepada Dinas
Penerbitan :
SBKBG '
Bangunan Gedung 1
Eksisting Cetak Ulang PBG
F;Z"?;‘:pa" Pelengkapan Cetak Ulang SLF
" an Dokumen dan Sesuai
Dokumen -
Hilang informasi . Cetak Ulang SBKBG
"
i
Permohonan '
Pencetakan Pelengkapan ;
PeLag:an Dokumen dan Ses|ai
SBKBG Informasi

Kepada Dinas

< :><:maksimal 1 hari kerja{l><:maksimal 1 hari kerja:>
PELENGKAFPAN DATA ' PENERBITAN

Gambar VIII.19. Bagan alir Penyelenggaraan Bangunan Gedung Eksisting
(Administratif)

Ketentuan . . .
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Ketentuan Dokumen Penyelenggaraan Bangunan Gedung Eksisting (administratif)

Tabel VIII.28. Ketentuan penerbitan SBKBG Bangunan Gedung
Eksisting

No Ketentuan Dokumen Keterangan

Data Umum
1. | Informasi KTP/KITAS*

2. | Dokumen Persetujuan Bangunan Gedung

3. | Dokumen Sertifikat Laik Fungsi

Tabel VIII.29. Ketentuan percetakan dokumen yang hilang

No | Ketentuan Dokumen ’ Keterangan

Data Umum
1. | Informasi KTP/KITAS*

2. | Data Bangunan

3. | Data pemilik

Tabel VIII.30. Ketentuan percetakan peralihan hak SBKBG

No | Ketentuan Dokumen Keterangan

Data Umum

1. | Informasi KTP/KITAS*
2. | Dokumen SBKBG

3. | Informasi pemilik baru
4

Akta Jual Beli Dalam hal SBKBG
diperoleh dari jual beli

5. | Surat keterangan waris Dalam hal SBKBG
diperoleh dari pewarisan

*Untuk bangunan gedung untuk kepentingan berusaha, informasi
terkait diperoleh secara otomatis dari integrasi sistem pemerintahan

Tabel VIII.31. Ketentuan dalam bentuk Data/Check List Pada Sistem

No Ketentuan Dokumen Keterangan
1. | Pernyataan mematuhi KRK Bentuk Check List Pada
Sistem

2. Pernyataan . . .

SK No 076484 A



o

L)

N3

e

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2159 -
2. | Pernyataan bahwa tanah tidak dalam Bentuk Check List Pada
status sengketa Sistem
3. | Penyataan Kebenaran atas dokumen Bentuk Check List Pada
yang disampaikan Sistem

17. Penyelenggaraan . . .

SK No 076485 A



%

1)

o
e

O

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2160 -
17. Penyelenggaraan Bangunan Gedung Eksisting (Bangunan Gedung

Fungsi Khusus)

[ Perhitungan /  Surat / Panaiana
teknis untuk / Pemenuhan /—v—F ;;I;SS ;.Jr
retribusi / Standar Teknis/ | . e
/ g5/ : L Kadis |
Sl Sekretariat Kadis : ¢

Verifikasi
esesuaian dan
kebenaran

pemenksaan
kelengkapan

.eiﬂgk.ao
dokumen :

angunan
Tidak

dokumen
Sekretariat ! Lak
N ; TPA{I‘PT
Tidak Sesua / y PBG diterbitkan apabil
¢ Yy Bangunan Gedung belu
! / memiiiki PBG sebelumn

penyampaian hasil

5 enyampaian hasil K : : ‘
pelaksanaan ; e SKsaan :
. i pemeriksaan berupa peg];;;saaar !
R i penyesuaian : H
dokumen : o rekomendasi :
' | | perbaikan H
5 Sekretariat Sekretariat '

Pemerikasaan teknis dilakukan oleh TPT,

dalam hal pemda memandang periu, dapat melibatkan TPA

5 < 27 Hari Kerja > : 3 Hari Kenja >

VERIFIKASI KESESUAIAN DAN KEBENARAN PENERBITAN SLF, PBG & SBKBG

Gambar VIII.20. Bagan Alir Penyelenggaraan Bangunan Gedung
Eksisting (Bangunan Gedung Fungsi Khusus)

Catatan:
(*): Seluruh waktu inspeksi yang dilakukan Menteri PUPR berdasarkan

Notifikasi dari Pemohon

Ketentuan Dokumen Penyelenggaraan Bangunan Gedung Eksisting
(Bangunan Gedung Fungsi Khusus)

Tabel VIII.32. Ketentuan dalam bentuk Upload Dokumen
No Ketentuan Dokumen Keterangan

Data Umum
1. | Informasi KTP/KITAS*

2. | Informasi KRK*

3. Surat . ..
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Surat Izin Peruntukan Penggunaan Tanah
(SIPPT)

Bila disyaratkan

Dokumen lingkungan sesuai peraturan
perundangan (AMDAL, UKL/UPL)*

Bila dibutuhkan

Sertifikat Laik Fungsi

Dalam hal
sudah memiliki

PBG disertai dengan bukti bayar retribusi

Apabila sudah
memiliki PBG
Sebelumnya

Data Teknis: Arsitektur

7.

Konsep Rancangan Arsitektur

8.

Gambar Situasi, Rencana Tapak, Denah,
Potongan, Tampak dan detail Bangunan
Gedung

Data Teknis: Arsitektur

10.

Spesifikasi teknis, meliputi spesifikasi
umum dan spesifikasi khusus (Jenis, tipe,
dan karakteristik material/bahan yang
digunakan secara lebih detail dan
menyeluruh untuk komponen arsitektural)

11.

Rekomendasi peil banjir

Bila dibutuhkan
Untuk
memastikan
konektivitas
yang baik
antara drainase
Bangunan
Gedung
terhadap
drainase
lingkungan/per
kotaan.

Data Teknis: Struktur

SK No 076422 A
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12.

Perhitungan Teknis dan Gambar Rencana
Fondasi, Basemen, Kolom, Balok, pelat
lantai dan Rangka Atap, Penutup, dan
komponen gedung lainnya

1. dalam hal
bangunan
gedung lebih
dari 1 lantai
maka
dilengkapi
gambar
rencana
tangga dan
gambar
rencana plat
lantai.

2. Gambar

dinding geser
(bila ada)

3. Gambar

basemen (bila
ada)

13.

Gambar Detail Struktur

14.

Spesifikasi Teknis meliputi spesifikasi
umum dan spesifikasi khusus (Jenis, tipe,
dan karakteristik material/bahan yang
digunakan secara lebih detail dan
menyeluruh untuk komponen struktural)

Data Teknis: Gedung Eksisting

15.

Laporan Pemeriksaan Kelaikan Fungsi
Bangunan Gedung

dilaksanakan
secara visual
dan dengan
metode
pemeriksaan
non-destruktif
terhadap
seluruh
komponen
bangunan
gedung. Dalam
hal terdapat
indikasi penting,
pemeriksaan
dapat
dilanjutkan
dengan metode
destruktif

SK No 076423 A
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16. | Laporan Pemeriksaan Berkala Bangunan Hanya untuk
Gedung bangunan
gedung
kepentingan
umum
17. | gambar bangunan gedung terbangun (as untuk
built drawing) komponen
bangunan yang
tampak. Untuk
komponen
bangunan yang
tidak tampak
diwakili dengan
pemeriksaan
non destruktif.
18. | Perhitungan Teknis dan Dokumen apabila masih
Rencana Teknis saat pembangunan tersedia
gedung
19. | Gambar Detail Struktur terbangun apabila masih
tersedia
20. | Data Tenaga Ahli Pengkaji Teknis
bersertifikat
Data Teknis: Fungsi Khusus
21. | Dokumen terkait dengan standar
perencanaan dan perancangan fungsi
khusus
22. | Dokumen terkait dengan standar
keamanan fungsi khusus

* Untuk bangunan gedung untuk kepentingan berusaha, informasi
terkait diperoleh secara otomatis dari integrasi sistem
pemerintahan

Tabel VIII.33. Ketentuan dalam bentuk Data/Check List Pada

Sistem

No

Ketentuan Dokumen

Keterangan

1.

Pernyataan mematuhi KRK

Bentuk Check
List Pada Sistem

Pernyataan bahwa tanah tidak dalam
status sengketa

Bentuk Check
List Pada Sistem

Penyataan Kebenaran atas dokumen yang
disampaikan

Bentuk Check
List Pada Sistem

SK No 076397 A
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18. Penyelenggaraan Bangunan Gedung Eksisting (Bangunan Gedung Cagar Budaya)

[—Q]Pemmuan 23)
L J

A .
Tidak Dimungkinkan FIE Diperbaiki
"""""""" 1 H
' ! . 5
Tidak Ada H ) (*4)
' i Diari ' Ada Informasi =
1 Informasi Dari- . Perbaikan
' Pemohon Dar Pemahon Py i sk Sesua Bangunan Tiddak Diperbaiki—»
Dengan PBG
' Gedung
, Tidak Manyampaikan
Dimungkinkan ] Informas: N .
Tidak Memenuhi ¢ Diperbaiki
'
'
i*4) Mengunggan
' Penstapan
y ' bl X Perbaikan 1. Az Bulid Drawing Final
F Refribusi dan Surat N -
Kesesuaian 4 Pemenuhan Ef:;fne?g'?g' Bangunan Tidak Diperbaiki—
: i Standar Teknis Gedung
H A : Kepala Dinas
' . ' 1 hari Femyataan Konsiuks
: Memenuni H n Dapat Dianjutkan Dipest
i S |
.
H ' .
: Perhitungan ' (]
' Teknis Retribusi 1 Tidak Sesuai Perbaikan
: - v Bangunan Tidak Diperbaiki—»|
: Sekretariat Dengan PBG
: L Gedung
3 - 25 hari
Pemyataan Konstruksi Diperhaiki
Diapat Dilanjutkan
(*4)
Tidak Sesuai ;mﬂ —Tidak Diperbaiki—
Dengan PEG _

-1 | | ] ;
< imal 1 hari kera >< i Zﬁharikerja4:><:: ks '1hariksrj.){>< ikuti Konstruksi {>< 3 hari keda,

PELENGKAPAMN DATA : : PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN KONSTRUKSI : PRA PEMANFAATAN

Gambar VIII.21. Bagan Alir Penyelenggaraan Bangunan Gedung Eksisting (Bangunan Gedung Cagar Budaya)

) Keterangan . . .
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Keterangan:
Pemohon Dinas Teknis DPMPTSP
Catatan:
(*):  Seluruh waktu inspeksi yang dilakukan Dinas Teknis berdasarkan Notifikasi dari Pemohon.

(*1): Dokumen teknis dilengkapi oleh pemohon dengan mengikuti Ketentuan dokumen Bangunan gedung eksisting untuk BGCB

(*2): Pemeriksaan Kesesuaian dokumen rencana arsitektur, struktur, mekanikal elektrikal.

(*3): PBG dibekukan selama 5 tahun sampai dengan ada klarifikasi mulai konstruksi dari pemilik bangunan gedung. Dalam hal tidak ada
klarifikasi dalam S tahun, PBG dibatalkan.

(*4): Pemilik menyampaikan informasi melalui SIMBG apabila pelaksanaan pekerjaan sudah selesai. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian
antara gambar rencana teknis (DED) dengan gambar rencana kerja (shop drawing) akibat penyesuaian kondisi lapangan, pemilik harus
membuat catatan justifikasi teknis kepada Pemda.

Justifikasi teknis penyesuaian desain terhadap kondisi lapangan tidak boleh melanggar:
a. ketentuan tata bangunan khususnya fungsi bangunan, sempadan, KDB, KLB, KTB, KDH, dan ketinggian bangunan.
b. ketentuan keandalan bangunan gedung khususnya kemampuan struktur menahan beban muatan, proteksi kebakaran, dan akses
evakuasi.
Ketentuan . . .

SK No 014433 C
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Gedung Cagar Budaya)

Tabel VIII.34. Ketentuan dalam bentuk Upload Dokumen

No

Ketentuan Dokumen

Keterangan

Data Umum

1.

Informasi KTP/KITAS*

2.

Informasi KRK*

Bila ada penambahan
bangunan Gedung baru

3.

Surat Izin Peruntukan Penggunaan
Tanah (SIPPT)

Bila disyaratkan

4.

Dokumen lingkungan sesuai
peraturan perundangan (AMDAL,
UKL /UPL)*

Bila dibutuhkan

S.

Sertifikat Laik Fungsi

Dalam hal sudah
memiliki

6.

PBG disertai dengan bukti bayar
retribusi

Apabila sudah memiliki
PBG Sebelumnya

Data Teknis: Arsitektur

7.

Konsep Rancangan
Pemanfaatan/Pelestarian Arsitektur

Sesuai Ketentuan
pelestarian BGCB

8.

Gambar Situasi, Rencana Tapak,
Denah, Potongan, Tampak dan
detail Bangunan Gedung

Spesifikasi teknis, meliputi
spesifikasi umum dan spesifikasi
khusus (Jenis, tipe, dan
karakteristik material/bahan yang
digunakan secara lebih detail dan
menyeluruh untuk komponen
arsitektural)

Sesuai Ketentuan
pelestarian BGCB

10.

Rekomendasi peil banjir

Bila dibutuhkan
Untuk memastikan
konektivitas yang baik
antara drainase
Bangunan Gedung
terhadap drainase
lingkungan /perkotaan.

SK No 076398 A
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Data Teknis: Struktur

11. | Perhitungan Teknis dan Gambar Sesuai Ketentuan

Rencana Fondasi, Basemen, Kolom, | pelestarian BGCB dan

Balok, pelat lantai dan Rangka Atap, | keandalannya

Penutup dan komponen gedung

lainnya 1. dalam hal bangunan
gedung lebih dari 1
lantai maka
dilengkapi gambar
rencana tangga dan
gambar rencana plat
lantai.

2. Gambar dinding
geser (bila ada)

3. Gambar basemen

(bila ada)
12. | Gambar Detail Struktur
13. | Spesifikasi Teknis meliputi Sesuai Ketentuan
spesifikasi umum dan spesifikasi pelestarian BGCB dan
khusus (Jenis, tipe, dan keandalannya
karakteristik material/bahan yang
digunakan secara lebih detail dan
menyeluruh untuk komponen
struktural)
14. | Laporan Pemeriksaan Kelaikan Dilaksanakan secara
Fungsi Bangunan Gedung visual dan dengan
metode pemeriksaan
non-destruktif terhadap
seluruh komponen
bangunan gedung.
Pemeriksaan dapat
dilanjutkan dengan
metode destruktif bila
disyaratkan oleh TPA
sesuai ketentuan
15. | Laporan Pemeriksaan Berkala Hanya untuk bangunan
Bangunan Gedung gedung kepentingan
umum
16. | Gambar bangunan gedung ¢ untuk komponen
terbangun (as built drawing) bangunan yang
terlihat.

e Untuk komponen
bangunan yang
tidak terlihat

diwakili . . .
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diwakili dengan
pemeriksaan non
destruktif.

17.

Perhitungan Teknis dan Dokumen
Rencana Teknis saat pembangunan
gedung

¢ Hanya untuk
bangunan gedung
kepentingan umum

e apabila tidak ada,
dapat difasilitasi
pemerintah sesuai
penetapannya

18.

Gambar Detail Struktur terbangun

¢ Hanya untuk
bangunan gedung
kepentingan umum

s apabila tidak ada,
dapat difasilitasi
pemerintah sesuai
penetapannya

19.

Data Tenaga Ahli Pengkaji Teknis
bersertifikat

* Untuk bangunan Gedung untuk kepentingan berusaha, informasi
terkait diperoleh secara otomatis dari integrasi sistem
pemerintahan

Lampiran VIII.35. Ketentuan dalam bentuk Data/ Check List Pada

Sistem

No

Ketentuan Dokumen

Keterangan

1

Pernyataan mematuhi KRK

Bentuk Check List Pada
Sistem

Pernyataan bahwa tanah tidak
dalam status sengketa

Bentuk Check List Pada
Sistem

Pernyataan Kebenaran atas
dokumen yang disampaikan

Bentuk Check List Pada
Sistem

SK No 076400 A
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19. Penyelenggaraan Mengubah, Memperluas, Mengurangi, Dan/Atau Merawat Bangunan Gedung

:3)

" €
LPEIGJ

A

A
Tidak Dimungkinkan

Tidak Ada
Infigrmasi Dari-
Pemaohon

Tidak Sesusi

Dengan 80 Tidak Diperbaiki-»

Tidak Menyampaikan
. Informas: ;
Dimungkinkan : : Men ikan Pemyataan Konsruksi ) )
: ; yampail o
Tidak Memenuhi 1 : ! Ineormag! Dapat Dianjutkan Diperbaiki
*4)
Perbaikan
Ss;;:"“;g‘g e — Tidak Diparbaiki-»

Gedung H
3. Surat Penyataan Pemilk kepada Pemda [

Permyataan Konstruks: ) )

Dapat Dilanjutkan Diperbaiki

(4) .
Perhitungan r4)
Teknis Retribusi )
. Inspeksi ;‘::;:"ﬁ'g Tidak Diparbaiki—»
Penilik
Hattha Kepada Dinas
—
Pemyataan Konstruksi Diperbaiki
Dapat Dilanjutian .
("4}
Tidak Sesusi il —Ticiak Diperbaiki—
Dengan PEG B;“?‘::
Penillk
<::mmimal 26 hari keﬂa:l‘><mkam 1 hari Iena:>< Mengikuti Pelaksanaan Konstruksi maksimal 3 hari kerj.::: )
i : PENERBITAN DAN KONSTRUKSI _m PEMANFAATAN E

:1':-tnak.simal 1 hari kena:|r>
Gambar VIII.22. Bagan Alir Penyelenggaraan Mengubah, Memperluas, Mengurangi, Dan/Atau Merawat Bangunan Gedung yang

memerlukan PBG

Keterangan . . .
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Keterangan:
Pemohon Dinas Teknis DPMPTSP
Catatan:
(*):  Seluruh waktu inspeksi yang dilakukan Dinas Teknis berdasarkan Notifikasi dari Pemohon.

(*1): Dokumen teknis dilengkapi oleh pemohon dengan mengikuti Ketentuan dokumen Mengubah, Memperluas, Mengurangi, Dan/Atau
Merawat Bangunan Gedung

(*2): Pemeriksaan Kesesuaian dokumen rencana arsitektur, struktur, mekanikal elektrikal.

(*3): PBG dibekukan selama 5 tahun sampai dengan ada klarifikasi mulai konstruksi dari pemilik bangunan gedung. Dalam hal tidak ada
klarifikasi dalam 5 tahun, PBG dibatalkan.

(*4): Pemilik menyampaikan informasi melalui SIMBG apabila pelaksanaan pekerjaan sudah selesai. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian
antara gambar rencana teknis (DED) dengan gambar rencana kerja (shop drawing) akibat penyesuaian kondisi lapangan, pemilik harus
membuat catatan justifikasi teknis kepada Pemda.

Justifikasi teknis penyesuaian desain terhadap kondisi lapangan tidak boleh melanggar:
a. ketentuan tata bangunan khususnya fungsi bangunan, sempadan, KDB, KLB, KTB, KDH, dan ketinggian bangunan.
b. ketentuan keandalan bangunan gedung khususnya kemampuan struktur menahan beban muatan, proteksi kebakaran, dan akses
evakuasi.
Gambar . . .
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AR Dinas Teknis 7oK
( Mual ) mengetahut ada |—>{ Selesal |
LN psfubanan NG Y

Operator Pamohon Dinas Teknis

Gambar VIII.23. Bagan alir merubah Mengubah, Memperluas,
Mengurangi, Dan/Atau Merawat Bangunan Gedung yang tidak
memerlukan PBG

Ketentuan Dokumen Penyelenggaraan Mengubah, Memperluas,
Mengurangi, Dan/Atau Merawat Bangunan Gedung

Tabel VIII.36. Ketentuan dalam bentuk Upload Dokumen

No Ketentuan Dokumen "~ Keterangan
Data Umum
1. | Informasi KTP/KITAS*

2. | Informasi KRK*

3. | Dokumen lingkungan sesuai
peraturan perundangan
(AMDAL, UKL/UPL, SPPL)*

4. | Sertifikat Laik Fungsi Dalam hal sudah memiliki

5. | Data

¢ Penyedia Jasa Perencana
Konstruksi badan usaha
atau perseorangan

e Arsitek berlisensi

6. | Dokumen Pertelaan Dalam hal bangunan gedung

terdiri dari Satuan Unit

Bangunan Gedung (SUBGQG)

dan/atau Satuan Unit Rumah

Susun (Sarusun) yang dapat

dimiliki lebih dari 1 (satu) orang

atau Badan Hukum.**

Dalam hal diperlukan

Data Teknis: Tanah

7. | Hasil Penyelidikan Tanah Dalam hal penambahan jumlah
lantai

8. | Gambar dan Uraian Bangunan | Dalam hal perluasan bangunan
Gedung terbangun pada
area/persil secara sederhana

9. Konsep . . .
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Data Teknis: Arsitektur

9.

Konsep perubahan bangun
gedung dari sisi Arsitektur

10.

Gambar perubahan Situasi,
Rencana Tapak, Denah,
Potongan, Tampak dan detail
Bangunan Gedung

11.

Gambar perubahan Rencana
Tata Ruang Dalam dan Tata
Ruang Luar

12.

perubahan Spesifikasi teknis,
meliputi spesifikasi umum dan
spesifikasi khusus (Jenis, tipe,
dan karakteristik
material/bahan yang
digunakan secara lebih detail
dan menyeluruh untuk
komponen arsitektural)

kecuali untuk bangunan gedung
sederhana

13.

Rekomendasi peil banjir

Bila dibutuhkan

Untuk memastikan konektivitas
yang baik antara drainase
Bangunan Gedung terhadap
drainase lingkungan /perkotaan.

14.

Perubahan arsitektur
bangunan gedung eksisting
oleh perencana konstruksi
berdasarkan kajian struktur

kecuali untuk bangunan gedung
sederhana

Data Teknis: Struktur

15.

Perhitungan Teknis dan
Gambar perubahan Rencana
Fondasi, Basemen, Kolom,
Balok, pelat lantai dan Rangka
Atap, Penutup dan komponen
gedung lainnya

1. dalam hal bangunan gedung
lebih dari 1 lantai maka
dilengkapi gambar rencana
tangga dan gambar rencana plat
lantai.

2. Gambar dinding geser (bila
ada)

3. Gambar basemen (bila ada)

Dimintakan apabila terdapat
perubahan Struktur Bangunan

16.

Gambar Detail Struktur
perubahan

Dimintakan apabila terdapat
perubahan Struktur Bangunan

SK No 076402 A
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17.

Perubahan Spesifikasi Teknis meliputi
spesifikasi umum dan spesifikasi khusus
(Jenis, tipe, dan karakteristik
material/bahan yang digunakan secara
lebih detail dan menyeluruh untuk
komponen struktural)

Dimintakan apabila
terdapat perubahan
Struktur Bangunan

18.

perubahan struktur bangunan gedung
eksisting oleh perencana konstruksi
berdasarkan kajian struktur

Dimintakan apabila
terdapat perubahan
Struktur Bangunan

Data Teknis: Mekanikal, Elektrikal, dan Plambing

19.

Perubahan Perhitungan teknis dan
Gambar rencana detail sistem
Transportasi (Vertikal dan/atau
Horizontal)

bila disyaratkan

Dimintakan apabila
terdapat perubahan
MEP Bangunan

20.

Perubahan Perhitungan tingkat kebisingan
dan getaran yang berdampak pada
lingkungan sekitar termasuk gambar
detail

bila disyaratkan

Dimintakan apabila
terdapat perubahan
MEP Bangunan

21.

Perubahan Perhitungan teknis dan
Gambar rencana teknis sistem jaringan
listrik yang terdiri dari gambar sumber,
jaringan, dan pencahayaan umum (general
lighting), pencahayaan khusus (special
lighting) dan energi terbarukan (renewable
energy)

bila disyaratkan

Dimintakan apabila
terdapat perubahan
MEP Bangunan

22.

Perubahan Perhitungan Teknis dan
Gambar rencana detail sistem
Penangkal/Proteksi Petir.

bila disyaratkan

Dimintakan apabila
terdapat perubahan
MEP Bangunan

23.

Perubahan Perhitungan Teknis dan
Gambar rencana detail sistem Komunikasi
Internal & External, sistem data (IT)

bila disyaratkan

Dimintakan apabila
terdapat perubahan
MEP Bangunan

24.

Perubahan Perhitungan teknis dan gambar
rencana detail sistem tata suara/tata
suara evakuasi

bila disyaratkan

Dimintakan apabila
terdapat perubahan
MEP Bangunan

SK No 076403 A
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25.

Perubahan Perhitungan teknis dan gambar
rencana detail sistem kontrol otomatisasi
(Building automation system)

bila disyaratkan

Dimintakan apabila
terdapat perubahan
MEP Bangunan

26.

Perubahan Perhitungan teknis dan gambar
rencana detail sistem keamanan (security
system) dan kontrol akses (access control)

bila disyaratkan

Dimintakan apabila
terdapat perubahan
MEP Bangunan

27.

Perubahan Perhitungan Teknis dan
Gambar Rencana detail Sistem Sanitasi
Plambing Yang Terdiri Pengelolaan Air
Bersih, Air Limbah, Air Hujan, Drainase,
Persampahan, dan sistem pengelolaan
limbah B3

Khusus untuk
sistem pengelolaan
B3, bila disyaratkan.

Dimintakan apabila
terdapat perubahan
MEP Bangunan

28.

Perubahan Perhitungan Teknis dan
Gambar Rencana detail Sistem Proteksi
Kebakaran (hidran, sprinkler, smoke
extractor, dan presurrized fan) yang
disesuaikan dengan tingkat resiko
kebakaran.

bila disyaratkan

Dimintakan apabila
terdapat perubahan
MEP Bangunan

Data

Teknis: Mekanikal, Elektrikal, dan Plambing

29.

Perubahan Perhitungan Teknis dan
Gambar Rencana detail Sistem Proteksi
Kebakaran (fire alarm, dan APAR) yang
disesuaikan dengan tingkat resiko
kebakaran.

Khusus untuk fire
alarm, bila
disyaratkan

Dimintakan apabila
terdapat perubahan
MEP Bangunan

30.

Perubahan Teknis dan Gambar rencana
detail tata udara gedung.

bila disyaratkan

Dimintakan apabila
terdapat perubahan
MEP Bangunan

31.

Perubahan Perhitungan teknis dan gambar
rencana detail sistem gondola

bila disyaratkan

Dimintakan apabila
terdapat perubahan
MEP Bangunan
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32. | Perubahan Perhitungan teknis dan gambar | bila disyaratkan
rencana detail gas medis dan gas bakar
Dimintakan apabila
terdapat perubahan
MEP Bangunan
33. | Perubahan Perhitungan teknis dan gambar | bila disyaratkan
rencana detail sistem informasi
manajemen antara lain rumah sakit; dan Dimintakan apabila
lainnya terdapat perubahan
MEP Bangunan
34. | Perubahan Perhitungan teknis dan gambar | bila disyaratkan
rencana detail pneumatic tube
Dimintakan apabila
terdapat perubahan
MEP Bangunan
35. | Spesifikasi Teknis (Jenis, tipe, dan
karakteristik material/bahan yang
digunakan secara lebih detail dan
menyeluruh untuk komponen mekanikal,
elektrikal, dan plambing)
36. | perubahan MEP bangunan gedung

eksisting oleh perencana konstruksi
berdasarkan kajian MEP

* Untuk bangunan gedung untuk kepentingan berusaha, informasi
terkait diperoleh secara otomatis dari integrasi sistem pemerintahan.
** Minimal Berisi:

gambar yang menunjukkan bagian bersama
gambar yang menunjukkan benda bersama

gambar yang menunjukkan sarusun fungsi hunian dan/atau

sarusun fungsi campuran
perhitungan NPP bagi Rumah Susun

Tabel VIII.37. Ketentuan dalam bentuk Data/Check List Pada Sistem

No Ketentuan Dokumen Keterangan
1. | Pernyataan mematuhi KRK Bentuk Check List
Pada Sistem
2. | Pernyataan menggunakan Pelaksana Bentuk Check List
Konstruksi Pada Sistem

No 076405 A
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3. | Pernyataan menggunakan Pengawas/ Bentuk Check List
Manajemen Konstruksi bersertifikat Pada Sistem

4. | Pernyataan bahwa tanah tidak dalam status Bentuk Check List

sengketa Pada Sistem

5. | Pernyataan memenuhi ketentuan pokok tahan | Bentuk Check List
gempa Pada Sistem

6. | Pernyataan Kebenaran atas dokumen yang Bentuk Check List
disampaikan Pada Sistem

20. Penyelenggaraan . . .
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20. Penyelenggaraan Pembongkaran Bangunan Gedung

tidak diperbaiki

akibat
Kondisi
Persiapan Tapak lapangan
Pembongkaran

Pembatalan tidak ada

Persetujuan
Pembengkaran

fidak

memungkinkan

Memenuhi

akibat
kondisi

Pembongkaran
Struktur

FEiELETA Kantilever (bila
Tidak RTB "
Memenuhi
Surat i ;
[ [ e | ] e | -
Memenuhi /FEmengka,an/ Pelaksanaan tidak
Penerbitan
PBG
sosialisasi
kepada
masyarakat
28 hari kerja 2 hari kerja akibat
kondisi
Pembongkaran Justifikasi
Struktur BG Teknis
Keterangan B
- I:' |: lidak
Pemohon Dinas Teknis DPMPTSP
Pembersihan
Tapak
Catatatn:

(*): Seluruh wakiu inspeksi yang
dilakukan Dinas Teknis
berdasarkan Notifikasi dari
Pemchon

KONSULTASI PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN PEMBONGKARAN

Gambar VIII.24. Bagan Alir Penyelenggaraan Pembongkaran
Bangunan Gedung

Ketentuan Dokumen Penyelenggaraan Pembongkaran Bangunan Gedung

Tabel VIII.24. Ketentuan Dokumen Penyelenggaraan Pembongkaran
Bangunan Gedung

No | Ketentuan Dokumen

Bangunan Gedung Secara Umum

1. | Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung, meliputi:

a. identifikasi . . .
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a. identifikasi struktur bangunan yang akan dibongkar
termasuk dampaknya terhadap lingkungan

b. penetapan metode pembongkaran

c. prosedur pelaksanaan pembongkaran yang
mempertimbangkan pemenuhan (SMKK)

d. jadwal kerja pelaksanaan pembongkaran

2. | Data Penyedia Jasa dan Tenaga Ahli Pembongkaran Bangunan
Gedung
3. | Rencana Pengamanan Lingkungan (eksistensi Zat B3)
4. | Pengelolaan Limbah Hasil Pembongkaran Bangunan Gedung
5. | Surat pernyataan penonaktifan seluruh utilitas umum (kecuali
utilitas yang benar dibutuhkan)
Tabel VIII.33. Ketentuan Dokumen Tambahan untuk Ketentuan
Pembongkaran
No | ._Ketentuan Dokumen °

Bangunan Gedung Fungsi Khusus

1.

Surat Pernyataan Pemenuhan Standar Teknis Pembongkaran dari
TPA Pusat

Bangunan Gedung Cagar Budaya

2.

Surat Ketetapan Pencabutan Status sebagai Bangunan Gedung
Cagar Budaya

3.

Surat Pernyataan Pemenuhan Standar Teknis Pembongkaran dari
TPA yang melibatkan tenaga ahli Cagar Budaya

Ban

nan Gedung Hijau

4.

Surat Pernyataan Pemenuhan Standar Teknis Pembongkaran dari
TPA yang melibatkan tenaga ahli BGH

Bangunan Gedung Negara

S.

Analisis biaya pembongkaran BGN

6.

Surat persetujuan pemusnahan BMN berupa BGN

7.

Dokumen Pendanaan

SK No 076408 A
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21. Penyelenggaraan Pendataan Bangunan Gedung

Tidak Be

Keterangan:
Masyarakat Pe- =
menyampaikan mohon Dinas Teknls
informasin
Benar
Operator

{ wausar ) Pemuugwan data gl s eiasa\i,

\& / : SIMBG 7,
“» Cperator

Pernda
melakuican ; Psmeriksaan Pelangkapan data
pencatasn bangunan dliokas! dan dokumen

Opsarator Operator

Gambar VIII.25. Bagan Alir Penyelenggaraan Pendataan Bangunan Gedung

B. SURAT . ..
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